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ABSTRAK 
FIQHI FITRIANTI MASRI (B111 12 138), dengan judul “Tinjauan Hukum 
Terhadap Dugaan Praktik Kartel Dalam Impor Daging Sapi”. Di bawah 
bimbingan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan 
Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.L.M sebagai Pembimbing II.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam hal apa perjanjian 
kartel bertentangan dengan asas-asas persaingan usaha yang sehat dan 
untuk mengetahui pelaksanaan impor daging sapi di Indonesia dapat 
dikategorikan sebagai kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (normative legal 
research) dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang 
(statute approach), pendekatan kasus (case approach) 
danpendekatankonseptual (conseptual approach). 
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) perjanjian kartel yang dilakukan 
oleh pelaku usaha bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi dalam 
UU No. 5 Tahun 1999 dimana harus memperhatikan keseimbangan 
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini 
menimbulkan tidak adanya prinsip itikad baik pelaku usaha dalam 
perjanjian kartel di mana menjalankan kegiatannya dengan mengatur 
produksi dan  mempengaruhi harga dan atau pemasaran barang dan jasa 
juga mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip keadilan bagi para pihak 
antara pelaku usaha kartel dengan pelaku usaha lainnya dan pelaku 
usaha kartel dengan masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi 
serta tidak memegang prinsip transaksi jujur dengan menyalahgunakan 
kemudahan-kemudahan ekonomi melalui perjanjian kartel dengan 
menaikkan harga dan atau membatasi produksi barang dan jasa maka 
keseimbangan dalam hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya 
dan menimbulkan penerapan peraturan yang berbeda dalam masyarakat. 
2) Dugaan praktik kartel yang dilakukan oleh para feedloter di 
jabodetabek tidak dapat dikategorikan sebagai kartel berdasarkan UU No. 
5 Tahun 1999 karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari kartel 
tersebut sesuai dengan Pasal 11 untuk dijatuhkan sebagai larangan. 
Unsur yang tidak terbukti yaitu unsur yang bertujuan untuk mempengaruhi 
harga sebab naiknya harga daging sapi bukan hanya pada Juli-Agustus 
2015 tapi memang selalu ada kenaikan harga dari tahun ke tahun 
khusunya di pertengahan tahun seperti pada menjelang hari-hari raya 
tertentu. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan hanya 
memperbolehkan impor sapi sebesar 50.000 ekor sapi, sedangkan 
kebutuhan impor sapi akibat kurangnya pasokan sapi lokal saat ini adalah 
sebesar 250.000 ekor sapi setiap triwulannya. Maka pengurangan impor 
sapi sebanyak 150.000 ekor pasti berdampak hal ini juga yang 
menyebabkan salah satu kelangkaan pasokan daging sapi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Usaha atau bisnis merupakan kegiatan yang menjadi tombak dan 
tolok ukur majunya suatu negara. Orang yang terlibat di dalamnya 
berupaya sekuat mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-
besarnya demi mencapai kemajuan dan kesuksesan dalam usaha yang 
dikembangkannya sendiri. Terkadang, usaha yang dilakukan tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku atau bahkan secara jelas bisa merugikan 
para pengusaha lainnya yang berada dalam pasar yang sama (Relevant 
Market). 
Mengingat perkembangan ekonomi negara bergantung pada 
kemajuan bisnis-bisnis yang berkembang di dalam negara itu, maka 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang 
tertentu harus diselesaikan dengan campur tangan pemerintah, karena 
mempengaruhi nasib kemajuan suatu negara dan kesejahteraan rakyat 
banyak. 
Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (untuk selanjutnya disebut UU Antimonopoli) dikemukakan bahwa 
pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya 
kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945, di mana demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya 
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kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di 
dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim 
usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka setiap orang yang 
berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat 
dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan 
ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tetap mengindahkan 
kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Indonesia terhadap 
perjanjian-perjanjian internasional. 
Selanjutnya dalam penjelasan umum, dijelaskan bahwa Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dimaksudkan untuk menegakkan 
aturan hukum dan memberikan pertimbangan yang sama bagi setiap 
pelaku usaha dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang 
sehat. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara jelas menentukan 
tujuan pembentukannya sebagai berikut : 
a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan 
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya 
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku 
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usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha 
kecil; 
c) Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 
d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 
Tujuan pokok yang hendak dicapai untuk menciptakan iklim usaha 
yang sehat dengan diberlakukan Undang-Undang Antimonopoli tersebut 
adalah dengan menjaga kelangsungan persaingan. Persaingan perlu 
dijaga eksistensinya demi tercapainya efisiensi, baik bagi masyarakat 
konsumen maupun bagi setiap pelaku usaha.  
Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan 
usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang dan/atau jasa 
dengan harga yang serendah-rendahnya, sehingga apabila setiap pelaku 
usaha berlomba-lomba untuk paling efisien dalam rangka bersaing 
dengan pelaku usaha yang lain, maka pada gilirannya konsumen dapat 
memilih alternatif terbaik bagi barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya, 
sehingga menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen.1 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memuat tiga kategori tindakan-
tindakan yang dilarang yaitu Perjanjian yang dilarang, Kegiatan yang 
dilarang, dan Posisi Dominan. Dalam kategori perjanjian yang dilarang 
ditentukan ada 10 (sepuluh) tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh 
                                                          
1 Togar Tandjung, “Law and market economy”, diakses dari 
https://lawmark.wordpress.com/ pada tanggal 11 November 2015 pukul 10.47 WITA. 
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pelaku usaha, yakni Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, 
Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian 
Tertutup, serta Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.2 
Kategori yang kedua adalah kegiatan yang dilarang menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu Monopoli, Monopsoni, Penguasaan 
Pasar, dan Persekongkolan. Untuk kategori Posisi Dominan, bentuk-
bentuk tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999, yaitu Penyalahgunaan Posisi Dominan, Jabatan Rangkap, 
Pemilikan Saham, serta Penggabungan, Peleburan dan Pegambilalihan.3 
Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Undang-Undang 
LaranganPraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka 
berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang tersebut dibentuklah suatu Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang independen terlepas dari 
pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. 
Adapun peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU, antara lain 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Fungsi utama dari 
KPPU ada 2 (dua) yaitu Law Enforcement (penegakan hukum 
persaingan), dan menyampaikansaran pertimbangan kepada pemerintah, 
                                                          
2Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan usaha, Jakarta: Kencana 
Prenada Media, hal.25. 
3Ibid, hal. 38-46. 
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terkait dengan kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.4 
Fungsi penegakan hukum (law enforcement) bertujuan untuk 
menghilangkan berbagai hambatan persaingan berupa perilaku bisnis 
yang tidak sehat. KPPU adalah suatu lembaga independen yang diberikan 
kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut. 
Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU dapat 
melakukan pemeriksaan dan sekaligus menetapkan ada tidaknya 
pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang 
dilakukan oleh seseorang atau pelaku usaha. KPPU juga berwenang 
untuk menjatuhkan sanksi, seperti sanksi administratif, sanksi pidana 
pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 48, serta dapat juga diberikan 
sanksi pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 49.5 
Dalam hal ini juga, KPPU bertindak sebagai lembaga pengawas 
dalam perkembangan dunia usaha untuk mempertahankan agar 
persaingan berjalan dengan sehat sehingga tidak terjadi kecurangan-
                                                          
4 Redaksi KPPU,Mencegah Kecurangan dari Hulu “Regulatory Review Melalui 
Jaringan Kerjasama” Majalah Kompetisi Edisi 41/2013, hal.10. 
5 Redaksi Hukumonline, ”Mempersoalkan Sanksi Pidana dalam Hukum Persaingan 
Usaha” diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21865/mempersoalkan-
sanksi-pidana-dalam-hukum-persaingan-usaha, pada tanggal 15 November pukul 22.30 
WITA. 
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kecurangan yang dapat menghambat (barrier) para pelaku usaha kecil 
untuk menjalankan usahanya. 
Salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat yang sedang 
diinvestigasi oleh KPPU yaitu dugaan adanya perkara kartel daging sapi. 
Kasus ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sudah lama dipelajari KPPU. 
KPPU telah mempelajarinya sejak 2013-2014, KPPU juga telah 
mengawasi perkembangan tentang kegiatan kartel daging ini, terutama 
daging sapi impor dan sapi lokal. Memang dalam perkembangan itu tidak 
mudah menemukan orang yang mau bicara dan dokumen yang 
menunjukkan adanya kartel.6 
Lembaga KPPU juga menduga adanya upaya menahan pasokan 
dalam kasus langkanya daging sapi. KPPU menggelar sidang perdana 
kasus dugaan kartel daging sapi pada Jumat, 6 November 2015 puluhan 
perusahaan diduga terlibat dalam kasus ini. Majelis Komisi memeriksa 
saksi Hariyanto, Kepala Rumah Potong Hewan (RPH) Jonggol dan Bogor 
(PT Sinar Daging Perdana) dan menurut Kepala Bagian Kerja Sama 
Dalam Negeri dan Humas KPPUDendy R Sutrisno dalam sidang, saksi 
menyatakan bahwa pada tahun 2015 RPH Jonggol rata-rata memotong 5-
10 ekor per hari namun pada 8-10 Agustus 2015 tidak memotong karena 
dianggap tidak menguntungkan. “Meski mereka memiliki stok sapi”. RPH 
biasanya lebih memilih sapi yang menguntungkan dari segi harga dan 
                                                          
6 TEMPO.CO bisnis, “Kartel Sapi, KPPU Sudah Lama Mengendus Kasus Ini”, 
diakses dari http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/13/090691691/kartel-sapi-kppu-
sudah-lama-mengendus-kasus-ini pada tanggal 15 November 2015 pukul 16.00 WITA. 
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hasil. Majelis Komisi akan menggelar sidang pemeriksaan lanjutan Kamis, 
12 November 2015 dengan agenda pemeriksaan saksi. Dendy menyebut 
perkara disidangkan dengan nomor 10/KPPU-1/2015. Tuduhannya adalah 
dugaan Pelanggaran Pasal 11 mengenai Kartel dan Pasal 19 mengenai 
Penguasaan Pasar huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam 
Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi 
(Jabodetabek). Sidang perdana ini digelar setelah melewati masa 
pemeriksaan pendahuluan 15 September-28 Oktober 2015. KPPU 
menetapkan pemeriksaan lanjutan terhadap perkara yang direncanakan 
akan berlangsung 29 Oktober 2015-25 Januari 2016 dengan agenda 
pembuktian dugaan pelanggaran. Sebanyak 32 perusahaan 
penggemukan daging sapi atau feedloter diduga terlibat kasus ini. Mereka 
dianggap menahan stok yang masuk ke rumah potong hewan (RPH) 
sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar.7 
KPPU menduga kelangkaan daging sapi yang terjadi beberapa bulan 
terakhir ini adalah akibat dari adanya permainan sejumlah pengusaha 
sapi. Dia menduga praktik kartel tersebut telah direncanakan oleh 
pengusaha-pengusaha yang terlibat. Dalam periode tertentu sesuai 
dengan hitungan-hitungan para pengusaha ini, daging sapi ditimbun 
digudang dan pada saat permintaan melonjak stok tersebut dikeluarkan 
seperti saat menjelang hari raya, penimbunan terhadap daging sapi jelas 
                                                          
7 Redaksi KPPU, Penegakan Hukum “KPPU Gelar Sidang Perdana Dugaan Kartel 
Daging Sapi” MajalahKompetisi Edisi 50/2015, hal. 28-29. 
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melanggar Undang-Undang. Saat ini dilakukan sejumlah pendalaman 
terhadap dugaan praktik-praktik nakal sejumlah pengusaha besar.Tim 
investigasi KPPU juga menemukan sejumlah RPH dimonopoli perusahaan 
daging. Bentuk monopoli yang dilakukan adalah penggolontoran dana 
yang dilakukan perusahaan daging ke RPH. Dana diberikan untuk 
perawatan mesin-mesin dan kebersihan RPH agar bebas dari penyakit 
pada sapi yang hendak dipotong. Sehingga, pengusaha daging menjual 
daging lebih mahal.8 
Sangat jelas bahwa pemerintah dengan tegas mengatur dalam Pasal 
11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa para pelaku usaha 
dilarang membuat perjanjian dengan pesaingnya yang bermaksud untuk 
mempengaruhi harga guna mengatur produksi dan atau pemasaran suatu 
barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik 
Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika terbukti 
melanggar, maka pelaku usaha dalam hal ini para importir daging sapi 
akan diberi sanksi denda sebesar Rp. 1 miliar hingga Rp. 25 miliar. Salah 
satu dari importir sudah mengakui adanya terjadi kesepakatan terkait 
harga sapi dalam asosiasi.9 
Persoalan kartel daging sapi tersebut menjadi menarik untuk dibahas 
karena dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
                                                          
8 Hukumonline.com, “Polri Diminta Cek Dugaan Kartel Daging Sapi”, diakses dari 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5118c4ce68bab/polri-diminta-cek-dugaan-
kartel-daging-sapi pada tanggal 15 November 2015 pukul 16.20 WITA.  
9SINDONEWS.com, “Polisi Sidik Sindikat Kartel Sapi”, diakses dari 
http://nasional.sindonews.com/read/1036738/149/polisi-bidik-sindikat-kartel-sapi-
1440472924 pada tanggal 15 November 2015 pukul 16. 35 WITA. 
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dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bentuk pelarangan tertera dalam 
Pasal 11 adalah Rule of Reason. Prinsip Rule of Reason adalah melihat 
seberapa jauh hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pengekangan 
persaingan pasar atau dengan kata lain apabila tidak mengakibatkan 
adanya indikasi kerugian besar pasar dan pelaku usaha maka tindakan 
tersebut tidak dilarang.10 Jadi harus dibuktikan dahulu apakah perjanjian 
itu mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan Pasal 35 
huruf a UU No. 5 Tahun 1999, jika pelaku usaha melanggar Pasal 4 
sampai dengan Pasal 16 maka KPPU akan melakukan penilaian terhadap 
perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan 
atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Pasal tersebut maka 
jika pelaku usaha terindikasi melakukan kartel maka yang harus dinilai 
oleh KPPU adalah perjanjiannya. Perjanjian inilah yang akan menjadi alat 
bukti adanya kartel. Dalam hal ini dugaan praktik kartel dalam impor 
daging sapi dikarenakan adanya perjanjian para pelaku usaha daging 
sapi, diduga perjanjiannya dalam bentuk mengadakan kesepakatan untuk 
menahan stok daging sapi untuk masuk ke dalam RPH sehingga 
menyebabkan adanya kelangkaan daging sapi di pasar dan 
mengakibatkan harga melonjak tinggi. Jelas hal ini dilarang di mana 
segala bentuk perjanjian di antara pelaku usaha, baik yang tergabung 
dalam asosiasi maupun tindakan kerjasama lainnya dilarang karena 
berakibat membatasi atau merusak persaingan. 
                                                          
10 Munir Fuady, 2001, Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, 
Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 13. 
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Dari uraian diatas, hal ini menggulirkan adanya persoalan baru di 
bidang persaingan usaha karena sebuah tindakan dapat dianggap 
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat setelah ditemukan adanya 
dampak negatif yang dalam hal ini berupa kegiatan konsumen artinya 
tidak ada upaya perlindungan preventif terhadap tindakan pelaku usaha 
yang sejak awal telah dimungkinkan akan memunculkan kemungkinan 
kerugian bagi konsumen. 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis akan 
melakukan penelitian hukum normatif terhadap perkara dugaan praktik 
kartel dalam impor daging sapi.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 
beberapa permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut pada penulisan ini 
yaitu : 
1. Dalam hal apakah perjanjian kartel bertentangan dengan asas-
asas persaingan usaha yang sehat ? 
2. Apakah pelaksanaan impor daging sapi di Indonesia dapat 
dikategorikan sebagai kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 ? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahuidalam hal apa perjanjian kartel bertentangan 
dengan asas-asas persaingan usaha yang sehat. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan impor daging sapi di Indonesia 
dapat dikategorikan sebagai kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 
1999. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis  
Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi 
teoretis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal 
ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum keperdataan pada umumnya 
dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pelaku usaha 
yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan 
kegiatan usahanya agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti 
praktik perjanjian kartel. Diharapkan penulisan ini dapat memberi 
tambahan referensi baru bagi para akademis, penulis, dan dari kalangan 
yang berminat dalam bidang kajian yang sama.  
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di bidang persaingan 
usahabagi para penentu dan pembuat peraturan dan bagi para penegak 
hukum studi ini dapat dijadikan bahan perenungan dan kajian dalam 
mengadili perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Persaingan Usaha Tidak Sehat 
1. Pengertian Perusahaan 
Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan 
perundang-undangandi luar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak 
dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan. Rumusan pengertian 
perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 
tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat UWDP). 
Definisi Perusahaan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 3 
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah sebagai berikut : 
”Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, 
bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia untuk 
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.11 
2. Pelaku Usaha, Konsumen, Produk Barang dan Jasa 
Jika berbicara dalam konteks larangan praktik monopoli, maka hal 
pertama yang menjadi perhatian adalah siapa pelaku dalam dunia usaha 
yang di soroti. Undang-Undang menerjemahkan para pelaku dalam dunia 
usaha tersebut sebagai “pelaku usaha”. Definisi para pelaku usaha adalah 
“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan 
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
                                                          
11 Christine, Kansil, 2001, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam 
Ekonomi), Jakarta: Pradnya Paramita. 
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Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. 
Pengertian yang diberikan tersebut boleh dibilang cukup luas hingga 
mencakup segala jenis dan bentuk badan usaha, dengan tidak 
memperhatikan sifat badan hukumnya, sepanjang pelaku usaha tersebut 
menjalankan kegiatannya dalam bidang ekonomi di wilayah hukum 
Negara Republik Indonesia.12 
Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah konsumen. Berdasarkan 
Undang-Undang, konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna 
barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk 
kepentingan pihak lain. Dalam hal ini Undang-Undang hanya menekankan 
pada sifat penggunaan dan pemakaian barang dan atau jasa tersebut, 
dengan tidak membedakan untuk kepentingan siapa barang dan atau jasa 
tersebut dipakai atau dipergunakan.13 
Setelah pelaku usaha dan konsumen, hal ketiga adalah yang 
berhubungan dengan jenis produk yang dicakup dalam Undang-Undang 
ini. Undang-Undang membedakan produk ke dalam barang dan/atau jasa. 
Yang dimaksud dengan “Barang adalah setiap benda, baik berwujud 
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 
konsumen atau pelaku usaha dan jasa adalah setiap layanan yang 
                                                          
12 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2006, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, 
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 11. 
13Ibid, hal. 12 
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berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam 
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”.  
3. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat 
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha 
dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang 
dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan 
hukum atau menghambat persaingan usaha.14 
Di samping itu, dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan, persaingan membawa implikasi positif sebagai berikut :15 
a. Persaingan merupakan sarana untuk melindungi para pelaku 
ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan. 
b. Persaingan mendorong alokasi dan realokasi sumber-sumber 
daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen. 
c. Persaingan bisa menjadi kekuatan untuk mendorong 
penggunaan sumber daya ekonomi dan metode 
pemanfaatannya secara efisien. 
d. Persaingan bisa merangsang peningkatan mutu produk, 
pelayanan, proses produksi, dan teknologi 
4. Manfaat Persaingan Usaha 
Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan 
(competition) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha 
                                                          
14Rachmadi usman, 2004, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama, hal. 78. 
15Edwin Mansfield, 1998, Principles of Microeconomics, WW Norton & Company, 
New York, 3rd edition, hal. 51-55. Dikutip dari Ningrum Natasya Sirait, 2003, Asosiasi & 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Medan: Pustaka Bangsa Press, hal. 56. 
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menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik 
barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan di beli oleh konsumen. 
Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat 
menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem 
ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. 
Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang 
efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. 
Dengan adanya rivilitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos 
produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin 
meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan 
fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan 
dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (sustainable competitive 
advantage) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni 
keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.16Dalam perspektif non-
ekonomi bahwa persaingan mempunyai aspek positif. Ada tiga argumen 
yang mendukung dalam bidang usaha.17 
Pertama, dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara 
teoretis (masing-masing berdiri sendiri sebagai unit-unit terkecil dan 
independen) yang ada dalam persaingan, kekuatan ekonomi atau yang 
didukung oleh faktor ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasi. 
                                                          
16Johny Ibrahim, 2006, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi 
Penerapannya di Indonesia), Malang: Bayu Media, hal.102-103. 
17Handler, Milton, et.al, 1997, Trade Regulation, Cases and Material, Westbury New 
York: The foundation Press, hal. 3. Lebih lanjut Handler mengatakan, progress-growth of 
total output per head development of the cheaper production methods and new improved 
product; Stability in output and employment-growth at relatively stable rate, rather than 
with large fluctuation and an equitable distribution in com. Dikutip dari, Mustafa Kamal 
Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 2. 
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Dengan demikian, pembagian sumber daya alam (SDA) dan pemerataan 
pendapatan akan terjadi secara mekanik, terlepas dari campur tangan 
kekuasaan pemerintah maupun pihak swasta yang memegang 
kekuasaan. Gagasan melepaskan aktivitas sipil (termasuk aktivitas 
ekonomi) dari campur tangan penguasa (khususnya pemerintah) ini 
sejalan dengan ideologi liberal yang mewarnai sistem pemerintah negara-
negara barat.  
Kedua, berkaitan erat dengan hal di atas, sistem ekonomi pasar yang 
kompetitif akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi 
secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha atau birokrat. 
Dalam keadaan seperti ini, kekecewaan politis masyarakat terpuruk dalam 
bidang usahanya, ia tidak akan selalu merasa sakit karena jatuh bukan 
kekuasaan person tertentu, melainkan karena sesuatu proses yang 
mekanistik (permintaan-penawaran). Hal seperti itu bisa dipastikan tidak 
akan terjadi dalam hal seseorang jatuh akibat keputusan pengusaha dan 
pengusaha yang memegang dominasi ekonomi. Dalam ruang lingkup 
yang lebih luas, proses impersonal dan mekanistik dari persaingan ini bisa 
saja menentukan stabilitas politik suatu komunitas. 
Ketiga, kondisi persaingan juga berkaitan erat dengan kebebasan 
manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha. 
Padadasarnya setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama 
untuk berusaha sehingga hak setiap manusia untuk mengembangkan diri 
(the right to self-development) menjadi terjamin. Persaingan bertujuan 
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untuk efisiensi dalam menggunakan sumber daya, memotivasi untuk 
sejumlah potensi atau sumber daya yang tersedia. 
B. Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 
1. Pengertian dan Jenis-jenis Perjanjian 
Perumusan pengertian “perjanjian” dapat dijumpai pula dalam 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 
5 Tahun 1999 mengartikan “perjanjian” adalah suatu perbuatan satu atau 
lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku 
usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. 
Berdasarkan perumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-
unsur perjanjian menurut konsepsi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
meliputi : 
a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan; 
b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para 
pihak dalam perjanjian; 
c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis; 
d. Tidak menyebut tujuan perjanjian 
Adapun perjanjian dapat dibedakan menjadi perjanjian horizontal dan 
vertikal; 
a. Perjanjian Horizontal 
Perjanjian yang bersifat horizontal adalah perjanjian yang dilakukan 
secara implisit (diam-diam) atau eksplisit (terang-terangan) oleh pelaku 
usaha di level perdagangan yang sama, yang bertujuan untuk membatasi 
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kemampuan para pesaingnya dalam melakukan kegiatan usaha di bidang 
produk sejenis. 
Perjanjian semacam ini biasanya terjadi dalam asosiasi-asosiasi 
perdagangan, yang bentuknya antara lain berupa pertukaran informasi 
tentang perhitungan statistik, informasi operasional, sampai dengan 
kesepakatan atau penetapan harga (price fixing) yang bertujuan 
mengesampingkan pelaku usaha baru. 
b. Perjanjian Vertikal 
Perjanjian yang bersifat vertikal adalah perjanjian yang dilakukan baik 
secara lisan maupun tertulis antara pelaku usaha dalam tingkat 
perdagangan yang berbeda, misalnya antara pabrikan (manufacture) dan 
agen/distributor, atau antara distributor dan grosir, atau antara grosir dan 
pengecer. Bentuk perjanjian vertikal antara lain perjanjian untuk 
menetapkan sifat dan kualitas produk yang dijual, harga penjualan 
kembali, kuantitas produk, pasargeografik atau pelanggan yang akan atau 
tidak akan dilayani, danmenetapkan keuntungan total secara kolektif 
dengan batasan-batasan eksternal. 
2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 
Menurut Pasal 1320 BW untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 
empat syarat yaitu : 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
c. Mengenai suatu hal tertentu 
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d. Suatu sebab yang halal18 
Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksud bahwa 
kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau 
sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 
Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak 
yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.19 
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. 
Pada dasarnya orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat 
pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata 
menerangkan tentang orang yang dianggap tidak cakap, yakni20: 
a. orang-orang yang belum dewasa, yakni orang yang belum 
berusia 21 tahun dan belum menikah karena walaupun belum 
berusia 21 tahun kalau sudah menikah, maka sudah dianggap 
cakap, bahkan walaupun dia bercerai sebelum berusia 21 
tahun; 
b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yakni orang yang 
gila, kalap mata, bahkan dalam hal tertentu juga orang yang 
boros;  
c. orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang, yakni perempuan yang sudah menikah dan 
tidak didampingi oleh suaminya. Walaupun demikian, ketentuan 
                                                          
18 Bunyi Pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian 
19Subekti, 2005, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 17. 
20 Ahmadi  Miru & Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 
1233 sampai 1456 BW, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 74. 
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ini sudah tidak diberlakukan sekarang sehingga perempuan 
yang bersuami pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk 
membuat perjanjian; 
d. Pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, khusus 
bagian keempat ini sebenarnya bukan tergolong orang yang 
tidak cakap, melainkan orang yang tidak berwenang untuk 
melakukan perbuatan hukum.  
Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa perjanjian harus mengenai 
suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban 
kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang 
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. 
Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang 
pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. 
Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung 
atau ditetapkan.21 
Sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya 
suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa 
Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Jadi yang 
dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi 
perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa menyewa 
                                                          
21Subekti,Op.cit., hal: 19. 
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isinya adalah suatu pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang, 
pihak yang lain menghendaki uang. 
Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat 
objektif. Syarat subjektif yaitu syarat pertama dan kedua, karena kedua 
hal tersebut berhubungan langsung dengan subjek hukum yang 
melakukan perbuatan hukum perjanjian tersebut. Jika syarat itu tidak 
dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak 
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak 
yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau 
pihak yangmemberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. 
Dalam halpembatalan tidak diminta, maka perjanjian demi hukum tetap 
mengikat para pihak yang membuatnya.22 
Selanjutnya dua persyaratan terakhir (ketiga dan keempat) lebih 
terkait dengan objek dari perjanjian tersebut, yang dalam ilmu hukum lebih 
dikenal dengan syarat objektif. Syarat objektif ini, menurut ketentuan 
Pasal 1335 BW, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi 
hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan 
tidak pernah ada perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan 
perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. 
Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan 
                                                          
22 Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, hal. 23. 
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hakim. Dalam bahasa inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian 
itu null and void.23 
3. Pendekatan Hukum Persaingan Usaha  
Dalam pengaturan persaingan usaha ditetapkan norma larangan yang 
memiliki dua sifat atau pendekatan yang digunakan dalam melihat 
perjanjian atau kegiatan pelaku usaha, yakni larangan yang bersifat Per 
Se (Per Se Illegal) dan pendekatan larangan yang bersifat Rule of 
Reason. Dasar pikir kedua pendekatan ini, haruskah seseorang dihukum 
karena melakukan perjanjian atau perbuatan yang “dianggap” 
membahayakan persaingan? Di sisi lain, perlukah pembuktian dengan 
sumsi mahal, lama, dan sulit dilakukan akan adanya pengurangan atau 
perusakan persaingan terhadap suatu perjanjian atau perbuatan yang 
hampir pasti merugikan atau merusak persaingan? Dua pertanyaan inilah 
yang mendasari adanya pendekatan ini dengan ketentuan dalam hukum 
persaingan usaha yang mempunyai daya jangkau yang sangat luas 
sehingga memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan 
apakah seseorang dinyatakan melanggar atau tidak melanggar hukum 
karena menghambat perdagangan.24 Namun, kedua pendekatan ini 
bertujuan akhir sama, yakni bagaimana tindakan pelaku usaha tidak 
menghambat persaingan sehingga inefisiensi dan merugikan konsumen 
dapat dihindarkan. 
                                                          
23 “Hukum perikatan dan perjanjian” diakses dari 
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab4-
hukum_perikatan_dan_perjanjian.pdf pada tanggal 17 November 2015 pukul 11.00 
WITA. 
24 Ayudha D. Prayoga et.al (Ed), 2004, Persaingan Usaha dan Hukum yang 
Mengaturnya di Indonesia, Jakarta: Elips, hal. 61.  
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a. Pendekatan Per Se 
Pendekatan per se disebut juga per se illegal, per se rules, per se 
doctrine dan juga per se violation, larangan-larangan yang bersifat Per 
Seadalah larangan yang bersifat jelas, tegas, dan mutlak dalam rangka 
memberi kepastian bagi para pelaku usaha.25 Larangan ini bersifat tegas 
dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak 
persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat 
perbuatan tersebut. Tegasnya, pendekatan per se melihat perilaku atau 
tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan hukum. 
Per se illegal sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau 
kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah 
dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. 
Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu 
membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku 
usaha pesaingnya. Bukti yang diperlukan adalah bahwa perjanjian yang 
dimaksud telah benar-benar dilakukan oleh pelaku usaha pesaingnya.26 
                                                          
25 Sebutan per se berasal dari bahasa latin yang berarti by itself, in itself, taken alone, by means of itself, 
through itself, inherently, in isolation, unconnected with other matter, simpely as such, in its own nature without 
reference to its relations. Sedangkan sebutan per se violation menunjukkan bahwa terhadap jenis-jenis 
perbuatan tertentu misalnya penetapan harga secara horizontal merupakan bentuk perjanjian yang 
antipersaingan tanpa perlu pembuktian, sebab perbuatan tersebut jelas telah merusak. Lebih lanjut lihat Black, 
Henry Campbell, Black Law Dictionary, Definition if the Term and Phrase and Phrase of American and English 
Yurisprudence, Ancient and Modern, St. Minnesota, West Publishing Co, 1990, dan Davidson, Daniel V, et all, 
Comprehensive Business Law, Prinsiples and Cases, Kent Publishing Company, 1987. Dikutip dari Mustafa 
Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 60. 
26 Syamsul Ma’arif, Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Proceedings Rangkaian 
Lokakarya Terbuka Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. UU No. 5 Tahun 1999 
dan KPPU, cet 1 hal. 160. 
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Pendekatan per se illegal harus memenuhi dua syarat, yakni pertama, 
harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” daripada situasi pasar, 
karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan 
lebih lanjut, misalnya mengenai akibat dan hal-hal melingkupinya. Hal ini 
adalah adil jika perbuatan ilegal tersebut merupakan tindakan sengaja 
oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari. Kedua, adanya 
identifikasi secara cepat dan mudah mengenai praktik atau batasan 
perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan 
dari perilaku baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat 
ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian diakui bahwa terdapat 
perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku 
terlarang dan perilaku yang sah.27 Sebab penerapan per se illegal yang 
berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang sebenarnya tidak 
merugikan bahkan mendorong persaingan. 
Mengenai jenis perjanjian atau tindakan yang dikategorikan sebagai 
per se tidaklah selalu sama di setiap tempat atau negara. Perbedaan ini 
disebabkan perbedaan dalam menimbang takaran kepatutan dan keadilan 
serta kepastian dalam hukum. Selain itu, perbedaan penetapan ini juga 
melihat tingkat efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. 
Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 
antara lain adalah pertama, terjadinya kepastian hukum terhadap suatu 
                                                          
27 Carl Kaysen and Donald F. Turner, 2003, dikutip dari Anggraini, Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jakarta: Pascasarjana UI, hal. 92-93. Dari 
buku Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, hal. 61. 
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persoalan hukum antimonopoli yang muncul. Ketika terjadi penetapan 
harga (price fixing), boycott, horizontal market division, dan tying 
arrangement dilakukan pelaku usaha, maka hakim dapat menggunakan 
pendekatan ini secara langsung. Kedua, jika suata perjanjian atau 
perbuatan yang dilakukan yang hampir pasti merusak dan merugikan 
persaingan, maka untuk apa lagi bersusah payah melakukan pembuktian, 
tidak hanya memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. Ketiga, 
pendekatan per se lebih memudahkan hakim memutuskan perkara 
persaingan usaha karena hukum persaingan usaha mempunyai daya 
jangkau yang sangat luas yang memberi kebebasan bagi hakim untuk 
menafsirkan secara “bebas” apakah seorang dinyatakan telah melanggar 
atau menghambat persaingan. Karenanya, menggunakan pendekatan ini 
membuat hakim lebih mudah sekaligus cepat memutuskan perkara 
persaingan usaha. 
Namun di sisi lain melakukan penerapan pendekatan per se secara 
berlebihan dapat menjangkau perbuatan yang mungkin tidak merugikan 
atau bahkan mendorong persaingan menjadi salah secara hukum. Sebab, 
terkadang pendekatan ini tidak selalu akurat menghasilkan pandangan 
apakah suatu tindakan pelaku usaha benar-benar tidak efisien dan 
merugikan konsumen. Tentunya hal ini menyebabkan penerapan hukum 
persaingan usaha menjadi kontra-produktif. 
Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan per se biasanya digunakan 
pada pasal yang menyatakan dengan kalimat “dilarang” tanpa kalimat 
tambahan “...yang dapat mengakibatkan...” atau dapat mengakibatkan 
26 
 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, 
sebagaimana yang disyaratkan dalam pendekatan Rule of 
Reason.Apabila para pelaku usaha melakukan perjanjian dan kegiatan 
yang dilarang secara per se, maka negara (dalam hal ini KPPU) cukup 
membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran sesuai dengan jenis 
perjanjian atau perbuatannya. Pelaku usaha dianggap telah melakukan 
perbuatan yang dilarang tanpa melihat akibat atau efek yang ditimbulkan 
dari perbuatan.28 
b. Pendekatan Rule of Reason 
Pendekatan rule of reason adalah kebalikan per se illegal. Dalam 
pendekatan inihukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar 
hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. 
Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, 
apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. 
Untuk itu, disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang 
ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah 
menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.29 
                                                          
28 Mengenai implikasi hukum atas kata-kata “yang dapat mengakibatkan” maupun 
“patut diduga” dalam UU No. 5 Tahun 1999 masih sesungguhnya dipertanyakan 
mengingat sewaktu pembahasan UU ini (baca: UU No. 5 Tahun 1999) di DPR saat itu 
masih diwarnai dengan retorika melawan dari pengusaha besar yang menguasai sektor-
sektor perekonomian. Karenanya pencantuman kata-kata tersebut besar 
kemungkinannya tidak mempertimbangkan implikasi dalam penerapannya, sehingga 
terdapat beberapa ketentuan dalam UU ini yang tidak selaras dengan praktik penerapan 
kedua pendekatan dalam perkara-perkara antimonopoli. A.M Tri Anggraini, Penerapan 
Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal dalam Hukum Persaingan, Jurnal Hukum 
Bisnis, Vol. 24 Tahun 2005, hal. 6. Dikutip dari Mustafa Kamal Rokan, Ibid, hal. 62. 
29 Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, hal. 60-66. 
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Dengan kata lain, teori rule of reason mengharuskan pembuktian, 
mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan 
tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut 
menghambat atau mendukung persaingan.30Dalam melakukan 
pembuktian harus melihat seberapa jauh tindakan yang merupakan 
antipersaingan tersebut berakibat kepada pengekangan persaingan di 
pasar. Dalam teori rule of reason sebuah tindakan tidak secara otomatis 
dilarang,meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya 
terbukti telah dilakukan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan 
pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang dan 
juga interpretasi pasar. 
Hambatan persaingan usaha yang berkaitan dengan perjanjian tujuan 
utamanya tidak terkena penerapan ketentuan hukum antimonopoli, atau 
perjanjian yang disertai manfaat pro persaingan yang mengimbangi 
kerugian terhadap persaingan usaha yang terjadi, serta perlu untuk 
mencapai keuntungan pro persaingan tersebut (reasonably necessary 
restraints), harusdikecualikan dari larangan kolusif. Penerapan asas ini 
didasarkan pada hukum sebab akibat, di mana tindakan pelaku usaha 
secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan pelaku 
usaha lainnyadan/atau masyarakat konsumen pada umumnya. Selain 
bersifat antipersaingan, juga mempunyai alasan pembenaran yang 
                                                          
30 R.S. Kheimani and D. M. Shapiro, 1996, Glossory of Industrial Organization 
Economics and Competition Law, Paris: OECD, hal. 6. Dikutip dari Mustafa Kamal 
Rokan, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 66. 
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menguntungkan dari pertimbangan sosial, keadilan maupun efek yang 
ditimbulkannya serta juga unsur maksud (intent).31 
Dengan asas rule of reason ini dapat diketahui akibat yang tercipta 
karena tindakan atau perjanjian yang mengakibatkan persaingan tidak 
sehat dan praktik monopoli sehingga merugikan pihak lain. Dalam 
substansi UU No. 5 Tahun 1999 umumnya mayoritas menggunakan 
pendekatan rule of reason. Penggunaan rule of reason tergambar dalam 
konteks kalimat yang membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan 
tersebut harus dibuktikan dulu akibatnya secara keseluruhan dengan 
memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang apakah 
telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli ataupun praktik 
persaingan usaha tidak sehat. Untuk melihat atau membuktikan bahwa 
telah terjadi persekongkolan yang menghambat perdagangan atau 
persaingan dapat dilihat dari kondisi yang ada. 
4. Perjanjian-Perjanjian yang Dilarang 
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terdapat 10 (sepuluh) 
macam perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha 
dengan pelaku usaha lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai 
dengan Pasal 16. Perjanjian-perjanjian yang dilarang dibuat tersebut 
dianggap sebagai praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak 
sehat antara lain :32 
                                                          
31Hukum Ekonomi, “Pengertian Monopoli Perdagangan Definisi Menurut Para Ahli 
dalam Peraturan KPPU dan UU”, diakses dari 
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-monopoli-perdagangan.html pada 
tanggal 15 November 2015 pukul 21.20 WITA. 
32 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hal. 73 
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a. Oligopoli 
Secara sederhana, oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku 
usaha, “monopoly by a few”. Oligopoli dapat juga diartikan kondisi 
ekonomi di mana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang 
sama atau produk yang standar, “Economic condition where only a few 
companies sell sustantially similar or standardized products”.33 
Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999 melarang perjanjian oligopoli. “Pelaku 
usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara 
bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran 
barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Jika penguasaan atas 
barang atau jasa dilakukan oleh hanya satu pelaku usaha atau kelompok 
pelaku usaha tertentu disebut monopoli.Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (2) 
ditentukan “praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat patut 
diduga telah terjadi jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku 
usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari satu jenis barang atau 
jasa.” 
Jadi, bentuk pasar oligopoli itu berada di antara monopoli dan pasar 
persaingan sempurna (perfect competition). Pasar jenis ini ditandai 
dengan adanya beberapa penjual yang ada di pasar dengan pembeli yang 
relatif banyak. 
 
 
                                                          
33 Johny Ibrahim, Op.cit, hal. 229. 
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b. Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) 
Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha 
untuk mengadakan perjanjian dengan pesaingnya untuk menetapkan 
harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar konsumen atau 
pelanggarannya. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 ditentukan bahwa : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa 
yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 
bersangkutan yang sama.” 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini, pelaku usaha dilarang 
mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya guna 
menetapkan suatu harga tertentu atas suatu barang dan/atau jasa yang 
akan diperdagangkan pada pasar yang bersangkutan, sebab perjanjian 
seperti itu akan meniadakan persaingan usaha diantara pelaku usaha 
yang mengadakan perjanjian tersebut. Larangan penetapan diskriminasi 
(price discrimination) disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5 
Tahun 1999. Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tersebut 
mengatur bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan 
pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari 
harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau 
jasa yang sama.” 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 tersebut, diskriminasi harga dilarang 
apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha lain 
yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang 
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tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar pembeli lain 
untuk barang dan/atau jasa yang sama, karena hal ini dapat menimbulkan 
persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan pelaku usaha atau dapat 
merusak persaingan usaha. 
Demikian pula pelaku usaha dilarang menerapkan harga di bawah 
biaya marginal (predatory price). Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 mengatur bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut, perjanjian penetapan harga 
di bawah biaya marginal yang dilarang adalah perjanjian yang dibuat 
pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan 
menetapkan harga di bawah pasar atau di bawah biaya rata-rata, yang 
membawa akibat timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. 
Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa 
tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang 
telah diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga 
yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat”. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ini, pelaku usaha (supplier) dilarang 
membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain (distributor) untuk 
menetapkan harga vertikal(resale price maintenance),di mana penerima 
barang dan/atau jasa selaku distributornya tidak boleh menjual atau 
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memasok kembali barang dan/atau jasa yang lebih diterimanya dari 
supplier tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang 
telah diperjanjikan sebelumnya antara supplier dan distibutor, sebab hal 
itu akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.34 
c. Pembagian Wilayah 
Perjanjian price fixing bukan satu-satunya cara mengontrol harga. 
Cara lain yang walaupun tidak secara langsung dapat mengontrolnya, 
yakni perjanjian diantara pelaku usaha untuk tidaksaling berkompetisi satu 
sama lain. Caranya, mereka membagi wilayah pemasaran barang atau 
jasa mereka.35 
Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha 
untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah (market allocation), baik 
yang bersifat vertikal atau horizontal. Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 
5 Tahun 1999 mengatur bahwa : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya dengan tujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi 
pasar terhadap barang dan/atau jasa, sehingga mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.  
 
Menurut Pasal 9 ini, perjanjian pembagian wilayah yang terkena 
larangan adalah jika isi perjanjian pembagian wilayah yang dimaksud 
bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu 
produk barang dan/atau jasa, di mana perjanjian itu dapat menimbulkan 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
                                                          
34 Ayudha D. Prayoga et al. (Ed), Op.cit., hal. 48-52. 
35Ibid, hal. 111-112. 
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e. Pemboikotan  
Pelaku usaha juga dilarang untuk membuat perjanjian untuk 
melakukan pemboikotan (boycott). Dalam Kamus Lengkap Ekonomi Edisi 
Kedua yang disusun oleh Christoper Pass dan Bryan Lowes, boycott atau 
boikot itu mengandung arti penghentian pasokan barang oleh produsen 
untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan 
ketentuan khusus. Boikot dapat diartikan juga sebagai pelarangan impor 
atau ekspor tertentu, atau pelarangan sama sekali melakukan 
perdagangan internasional dengan negara tertentu oleh negara-negara 
lain.36Laranganmembuat perjanjian pemboikotan ini diatur dalam Pasal 10 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang mengatur: 
1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain 
untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar 
dalam negeri maupun pasar luar negeri. 
2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang 
dan/atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan 
tersebut : 
a. Merugikan atau dapat diduga merugikan pelaku usaha lain; 
atau 
b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli 
setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan. 
                                                          
36 Hermansyah, Op.cit, hal. 31. 
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Pemboikotan seperti yang diaturdalam Pasal 10 Undang-Undang No. 
5 Tahun 1999 ini dapat menutup akses kepada input yang diperlukan oleh 
pesaing-pesaing lain. Pasal 10 Ayat (1) memang tidak mensyaratkan 
adanya dampak negatif dari perjanjian pemboikotan tersebut. Akan tetapi 
Ayat (2) pasal yang sama mensyaratkan adanya kerugian yang diderita 
pelaku usaha lain sebagai akibat pemboikotan atau halangan 
perdagangan barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan. 
f. Kartel 
Kamus Hukum Ekonomi mengartikan kartel (cartel) sebagai 
“persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk 
sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan 
penjualnya, serta untuk memperoleh posisi monopoli”. 
Dengan demikian, kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di 
mana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol 
produksi, menentukan harga dan/atau wilayah pemasaran atas suatu 
barang dan/atau jasa sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan. 
Larangan membuat kartel ini dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur bahwa : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan 
usaha tidak sehat”. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, 
perjanjian kartel yang dilarang adalah perjanjian tingkat produksi, tingkat 
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harga, dan/atau wilayah pemasaran atas suatu barang, jasa, atau barang 
dan jasa, yang dapat berdampak pada terciptanya monopolisasi dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha saingannya.37 
g. Trust 
Trust adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan 
membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar 
dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-
masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk 
mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.38 
Mengenai trust ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 
Antimonopoli, yang selengkapnya berbunyi : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan 
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga 
dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing 
perusahaan atau perseroan anggotanya, yang betujuan untuk 
mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, 
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat”. 
 
h. Oligopsoni 
Oligopsoni adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-
sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 
megendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang 
bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang 
                                                          
37 Ayudha D. Prayoga et al, Op.cit, hal: 55-57. 
38 Hermansyah, Op.cit, hal. 34. 
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Antimonopoli.39Larangan ini dicantumkan dalam Pasal 13 Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 yang menetapkan : 
1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama 
menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat 
mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar 
yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-
sama menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 
(tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu 
jenis barang atau jasa tertentu. 
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 tersebut dapat 
disimpulkan yang terkena larangan membuat perjanjian oligopsoni adalah 
perjanjian yang dibuat pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lain, 
yang bertujuan : 
1. Secara sama-sama; 
2. Menguasai pembelian dan/atau penerimaan pasokan atas 
suatu barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu; 
3. Dapat mengendalikan harga atas barang, jasa, atau barang 
dan jasa dalam pasar yang bersangkutan; 
                                                          
39Ibid, hal. 34-35. 
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4. Menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa 
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Pangsa pasar 
adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu 
yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan 
dalam kalender tertentu; 
5. Perjanjian yang dibuat tersebut ternyata dapat mengakibatkan 
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat. 
i. Integrasi Vertikal 
Integrasi vertikal adalah perjanjian antara para pelaku usaha yang 
bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk 
dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap 
rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, 
baik dalam satu rangkaian langsung, maupun tidak langsung40. Dalam 
Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain 
yang bertujuan untuk munguasai produksi sejumlah produk yang 
termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu 
yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan 
atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun 
tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat.” 
 
Dari ketentuan Pasal 14 ini jelas bahwa yang dimaksud dengan 
integrasi vertikal adalah penguasaan produksi atas sejumlah produk, yang 
termasuk dalam rangkaian proses produksi atas barang tertentu, mulai 
                                                          
40Ibid, hal. 36. 
38 
 
dari hulu sampai hilir, atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa 
tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Meskipun praktik integrasi vertikal ini 
dapat menghasilkan barang dan/jasa dengan harga murah, hal itu dapat 
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merusak sendi-
sendi perekonomian masyarakat. 
j. Perjanjian Tertutup 
Perjanjian tertutup termasuk perjanjian yang dilarang dibuat pelaku 
usaha. Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku 
usaha untuk membuat perjanjian tertutup dengan pelaku usaha lainnya. 
Dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa : 
1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang 
menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok kembali 
barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau 
pada tempat tertentu. 
2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain 
yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang 
dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau 
jasa dari pelaku usaha pemasok. 
3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga 
atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang 
memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima 
barang dan/atas jasa dari pelaku usaha pemasok. 
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a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari 
pelaku usaha pemasok; atau  
b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama 
atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi 
pesaing dari pelaku usaha pemasok. 
k. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri  
Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah perjanjian yang memuat 
ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 
Undang-Undang Antimonopoli.41Pasal 16 ini selengkapnya mengatakan 
bahwa: 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri 
yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” 
 
5. Kartel 
1. Pengertian Kartel  
Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang 
mengatur tentang larangan kartelditentukan bahwa :  
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku 
saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat.” 
 
Perjanjian Kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali 
terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian 
                                                          
41Ibid, hal 38. 
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satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untukmenghilangkan 
persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (cartel) 
adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan 
untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan 
monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.42 
Richard Postner mengartikan Kartel : 
A contract among competing seller to fix the price of product they sell 
(or, what is the small thing, to limit their out put) is likely any other contract 
in the sense that the partieswould not sign it unless they expected it to 
make them all better off.43 
Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni dalam hal 
“harga”, “produksi”, dan “wilayah pemasaran”. Terdapat dua kerugian 
yang terjadi pada kartel yakni, pertama, terjadinya praktik monopoli oleh 
para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi 
alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya deadweight 
loss. Kedua, dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas 
yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.44 
2. Unsur - Unsur Kartel 
Unsur - unsur Kartel antara lain adalah45: 
                                                          
42 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, (St. Paul Minn West Publishing Co., 
1999), hal. 215. Dikutip dari Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hal. 105. 
43 Richard A. Posner, Economic Analysis of Law, Fourth Edition, (Boston: Little, 
Brown and Company), hal. 285. Dikutip dari Mustafa Kamal Rokan, Loc.cit. 
44Farid Nasution dan Retno Wiranti, 2008, “Kartel dan Problematikanya”, Jakarta: 
Majalah Kompetisi, hal. 4. 
45 Referensi Penting Hukum dan Politik GRESNEWS, “Aturan Hukum Kartel”, 
diakses dari http://www.gresnews.com/berita/tips/2256198-aturan-hukum-kartel/0/ pada 
tanggal 16 November 2015 pukul 10.35 WITA. 
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a) Adanya suatu perjanjian 
b) Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing 
c) Tujuannya untuk mempengaruhi harga 
d) Tindakan untuk mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan 
mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa 
tertentu 
e) Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
3. Indikator Awal Terjadinya Kartel 
Komisi membuat indikator awal untuk mengidentifikasi kartel di dalam 
pedoman Pasal 11 Tentang Kartel. Secara teori, ada beberapa faktor 
struktural maupun perilaku sebagai indikator awal dalam melakukan 
identifikasi eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu.46 Berikut 
merupakan cara bagi KPPU untuk melakukan upaya menemukan alat 
bukti dalam indikasi terjadinya kartel melalui metode analisis ekonomi. 
Beberapa diantaranya sebagai berikut:47 
Faktor struktural 
1. Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan 
2. Ukuran perusahaan 
3. Homogenitas produk 
4. Kontak multi pasar 
                                                          
46KPPU, “Draft Pedoman Kartel”, diakses dari 
http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_kartel.pdf pada tanggal 16 
November 2015 pukul 13.10 WITA.  
47 Pengaturan Kartel dan contoh kasus, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel dari UU No. 5 
Tahun 1999, Hal. 20.  
42 
 
5. Persediaan dan kapasitas produk 
6. Keterkaitan kepemilikan 
7. Kemudahan masuk pasar 
8. Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan 
9. Kekuatan tawar pembeli (buyer power). 
Kartel dapat dideteksi dengan cara melihat perilaku dari para pelaku 
usaha yang saling memberikan informasi dan transparansi diantara 
mereka. Biasanya para pelaku usaha berusaha untuk menyimpan hal-hal 
yang menjadi rahasia keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan 
pembeli/konsumen. Namun dalam kartel tidak diperlukan cara khusus 
untuk mendapatkan konsumen. Oleh karena ketidakhadiran dari 
persaingan yang sesungguhnya diantara pelaku usaha menjadikan pelaku 
usaha merasa aman akan laba dari perusahaan. Peran asosiasi biasanya 
juga penting dalam hal ini pertukaran informasi. Asosiasi dapat digunakan 
sebagai media yang mengatasnamakan asosiasi namun didalamnya 
terdapat pertukaran informasi dan transparansi harga, jumlah produksi 
dan pemasaran. Tindakan yang menurut KPPU merupakan hal yang 
melanggar ketentuan dari UU No. 5 Tahun 1999 dapat disamarkan oleh 
adanya pertemuan-pertemuan yang mengatasnamakan asosiasi dagang. 
C. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia 
Di indonesia, esensi keberadaan Undang-Undang Anti Monopoli pasti 
memerlukan pengawas dalam rangka implementasinya. Berlakunya 
Undang-Undang Anti Monopoli sebagai landasan kebijakan persaingan 
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diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya 
ketentuan dalam Undang-Undang Anti Monopoli tersebut. Komisi 
pengawas persaingan usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus 
dibentuk oleh dan berdasarkan Undang-Undang untuk mengawasi jalanya 
Undang-Undang. KPPU merupakan suatu lembaga yang bersifat 
independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan 
penyelidikan sesuatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana 
pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki conflict of interest, 
walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertanggung 
jawab kepada presiden.48 
Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja 
dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan 
merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk Negara. 
Namun untuk hukum persaingan usaha, dalam menyelesaikan 
permasalahan yang ada maka dibutuhkan suatu badan peradilan yang 
khusus menangani masalah persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU). Alasan yang dapat dikemukakan adalah 
karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis 
yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam 
rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan 
hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak 
saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini 
                                                          
48 Hermansyah, Op.cit, hal. 73. 
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sangat diperlukan mengingat masalah persaingan usaha sangat terkait 
erat dengan ekonomi dan bisnis.49 
Alasan lain mengapa diperlukan institusi secara khusus 
menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 
adalah agar kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tersebut dapat 
diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-
Undang Anti Monopoli. Instansi yang secara khusus menyelesaikan 
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap 
sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa.Di indonesia lembaga 
yang demikian, yang sering kali dianggap sebagai kuasa yudikatif sudah 
lama dikenal.50 
Dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli diatur bahwa 
“untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut KOMISI”. 
Kemudian dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli diatur 
“pembentukan KOMISI serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Sebagai tindak lanjut, lahirlah 
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha. Dari ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Anti 
Monopoli tersebut, jelaslah bahwa tujuan pembentukan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-
Undang Anti Monopoli. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
                                                          
49 Ayudha D. Prayoga,et al, Op.cit, hal. 126. 
50 Ayudha D. Prayoga,et al,Loc.cit. 
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bertindak sebagai lembaga kuasa yudikatif. Pembentukan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha diharapkan dapat menyelesaikan kasus 
pelanggaran hukum persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien dan 
efektif, sesuai dengan asas dan tujuan.51 
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Ketentuan-ketentuan tentang keanggotaan, persyaratan keanggotaan, 
tugas, wewenang, dan pembiayaan komisi atau KPPU diatur dalam Pasal 
30 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Anti Monopoli. Undang-
Undang Anti Monopoli membedakan antara tugas dan wewenang KPPU. 
Dalam undang-undang tugas KPPU mencakup kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut:52 
a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 
4 sampai dengan Pasal 16. 
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24. 
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 
praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Psal 28. 
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi 
sebagaiamana diatur dalam Pasal 36. 
e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
pemerintah yang berkaitan terhadap praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat. 
f. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan 
undang-undang ini. 
                                                          
51 Rachamdi Usman, Op.cit, hal. 98. 
52 Gunawan Widjaja, Op.cit, hal. 56. 
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g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
Berdasarkan Pasal tersebut yaitu dalam huruf a, b, dan c yang 
disebabkan penguasaan pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, 
pemilikan saham, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dari tugas tersebut 
di atas terkait dengan tata cara penanganan perkara yang harus diikuti 
oleh KPPU. Selain rumusan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 yang mewajibkan diberikannya laporan oleh pelaku 
usaha kepada KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak dilakukannya penggabungan atau peleburan badan usaha, atau 
pengambilan saham perusahaan, maka boleh dikatakan bahwa tugas 
penilaian oleh KPPU baru dapat dilaksanakan setelah adanya pelaporan, 
menurut ketentuan mengenai tata cara penanganan perkara. 
Dengan demikian pada prinsipnya fungsi dan tugas utama Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha adalah melakukan kegiatan penilaian 
terhadap perjanjian, kegiatan usaha atau sekelompok pelaku usaha. 
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli, di 
mana pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha telah membuat 
perjanjian yang dilarang atau melakukan perbuatan yang terlarang atau 
penyalahgunaan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan 
memerintah pembatalan atau penghentian perjanjian-perjanjian dan 
kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi 
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dominan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau sekelompok pelaku 
usaha.53 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat diharapkan benar-benar 
bertindak proaktif untuk mempengaruhi kebijakan Pemerintah dalam 
pembuatan peraturan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau 
persaingan usaha tidak sehat. Seandainya pasal-pasal yang dalam 
Undang-Undang Anti Monopoli tidak memadai untuk menunjang tugas 
dan wewenangnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat 
mengajukan saran dan/atau pertimbangan kepada Pemerintah untuk 
mengeluarkan peraturan yang mendukung tugas dan wewenangnya. 
Demikian pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga harus membuat 
pedoman atau aturan main yang jelas, baik bagi diri sendiri maupun bagi 
pelaku usaha.54 
Bila Pasal 3 huruf f Undang-Undang Anti Monopoli dibaca secara 
cermat terkandung makna Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
berwenanguntuk mengisi kekosongan hukum dalam rangka pelaksanaan 
yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Hal ini berarti pedoman 
maupun peraturan yangakan dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha tidak hanya berlaku secara internal saja, tetapi juga berlaku secara 
eksternal, yakni baik terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
maupun pelaku usaha serta instansi lainnya yang terkait dengan 
pelaksanaan hukum persaingan usaha Indonesia. 
                                                          
53 Rachamdi Usman, Op.cit, hal. 105-106. 
54 Ayudha D. Prayoga, Op.cit, hal. 134. 
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Integritas dan independensi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
sangat menentukan untuk mengisi kekosongan peraturan maupun 
pedoman dalam persaingan usaha. Diharapkan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dapat mengantisipasi semaksimal mungkin intervensi 
politik atau pengaruh pihak-pihak lain.  
BerdasarkanPasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli, secara lengkap 
kewenangan yang dimiliki Komisi Pengawas Persaingan Usaha meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:55 
a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha 
tentang dugaan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat. 
b. Melakukan penelitian tentang dugaan dengan adanya kegiatan 
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan/atau persaingan usaha tidak sehat. 
c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus 
dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak 
sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha 
atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari 
penelitiannya. 
d. Menyimpan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang 
ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat. 
                                                          
55 Rachamdi Usman, Op.cit, hal. 110. 
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e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. 
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap 
orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap 
undang-undang ini. 
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud 
huruf e, dan f pasal ini yang tidak tersedia memenuhi panggilan 
Komisi. 
h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitanya 
dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 
i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau 
alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. 
j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian 
di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. 
k. Memberikan keputusan Komisi kepada pelaku usaha yang 
diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha 
tidak sehat. 
l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. 
Dari wewenang dan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
tersebut, dapat diketahui bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan 
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administratif saja, termasuk menjatuhkan ganti kerugian dan denda. 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempunyai hak menjatuhkan 
sanksi pidana pokok dan tambahan, yang merupakan wewenang badan 
peradilan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga tidak bertindak 
sebagai penyidik (khusus) yang dimungkinkan oleh Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, padahal keanggotaan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha terdiri dari orang-orang yang memiliki integritas 
kepribadian dan keilmuan yang tinggi.56 
Selain tugas dan wewenang yang telah diuraikan diatas, KPPU juga 
mempunyai fungsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan 
Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden itu 
selengkapnya mengatur : 
Fungsi Komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 meliputi : 
a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan 
penyalahgunaan posisi dominan. 
b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kegiatan. 
c. Pelaksanaan administratif 
3. Sanksi dalam Penanganan Perkara pada Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU) 
Sanksi dalam penanganan perkara di KPPU diatur dalam Bab VIII 
mulai dari Pasal 47-49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang 
                                                          
56 Rachamdi Usman,Loc.cit. 
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Larangan Praktik Monopoli. Ada tiga sanksi yang diberikan oleh KPPU 
apabila pelaku usaha terbukti melakukan praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. Diantaranya, tindakan administratif, Pidana pokok, 
dan Pidana Tambahan. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa 
tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. 
Tindakan administratif tersebut dapat berupa : 
a. Penetapan pembatalan perjanjian dalam Oligopoli, Oligopsoni, 
Perjanjian Tertutup dan perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, 
dan atau; 
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi 
vertikal, dan atau; 
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan 
yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau 
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau 
merugikan masyarakat; dan atau 
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan 
penyalahgunaan posisi dominan; dan atau 
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan 
badan usaha dan pengambilalihan saham dan atau 
f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau 
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 
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Pelanggaran terhadap Kegiatan Oligopoli, Pembagian wilayah, 
Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, perjanjian yang 
dilarang oleh Pihak Luar Negeri, Monopoli, Monopsoni, Penguasaan 
Pasar, Posisi dominan, Pemilikan saham serta Penggabungan, Peleburan 
dan Pengambilalihan, diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya 
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.57 
Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan Penetapan Harga, 
Perjanjian Tertutup, Jual Rugi (Pasal 20), Melakukan kecurangan dalam 
menetapkan biaya produksi (Pasal 21), Persekongkolan, dan Jabatan 
Rangkap dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan 
PraktikMonopoli ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan. 
Untuk pelanggaran terhadap pelaku usaha yang menolak diperiksa, 
menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan 
atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau 
pemeriksaan dalam penanganan perkara maka, dalam Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 48 diancam 
pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
                                                          
57 Lihat penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), 
atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Tipe Penelitian 
Dalam Penelitian ini penulis akan menggunakan tipe penelitian 
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai 
sistem norma.58 Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif 
atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinial yakni yang berfokus 
pada peraturan yang tertulis (law in book), karena penelitian ini 
menganalisi ketentuan-ketentuan yang ada dalam BW dan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
B. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan undang-undang (statutory approach) yang dilakukan dengan 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan 
isu hukum, pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan 
mengkaji mengenai kasus praktik kartel dalam impor daging sapi dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan 
menelusuri konsep-konsep Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat dan khususnya perjanjian-perjanjian yang dilarang yaitu mengenai 
kartel 
                                                          
58 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 
Grup, 2005, hlm.35. 
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bahan Hukum Primer 
Yaitu bahan hukum yang bersifatautoritatif artinya mempunyai otoritas. 
Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di 
dalam penulisan ini terdiri dari perundang-undangan yaitu BW dan 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga doktrin-doktrin hukum yang 
membahas mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat dan khususnya perjanjian-perjanjian yang dilarang yaitu mengenai 
kartel. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahanhukum berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang 
berkaitan dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat khususnya mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang yaitu 
mengenai kartel. 
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum 
Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, 
maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi : 
1. Proses pengumpulan bahan hukum primer 
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Dalam hal penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statutory approach), dilakukan dengan mencari peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, pendekan 
kasus (case approach) dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait 
dengan isu yang sedang dihadapi yaitu kasus dugaan praktik kartel 
daging sapi dan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual 
approach) dengan mencari doktrin-doktrin hukum yang membahas 
mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
khususnya mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang yaitu mengenai 
kartel. 
2. Proses pengumpulan bahan hukum sekunder 
Dalam hal penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap publikasi 
mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan 
berhubungan dengan perjanjian-perjanjian yang dilarang khusunya 
mengenai kartel.  
E. Analisis Bahan Hukum 
Bahan yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian akan dianalisis 
secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menggambarkan menguraikan dan menjelaskan sesuai permasalahan 
yang erat kaitannya dengan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat khususnya mengenai kartel. Hal ini dimaksudkan 
untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan 
terarah yang berkaitan dengan kartel. Dari hasil analisis ini, penyusun 
menarik kesimpulan untuk menjawab isu mengenai dugaan praktik kartel 
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dalam impor daging sapi. Kemudian analisis ini diakhiri dengan saran 
yang seharusnya dilakukan terhadap isu adanya dugaan praktik kartel 
dalam impor daging sapi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perjanjian Kartel yang Bertentangan dengan Asas-asas 
Persaingan Usaha yang Sehat 
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih.59Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk 
mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama 
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dalam Black’s Law 
Dictionary yang dimaksud dengan perjanjian atau kontrak itu adalah “ An 
agreement between two or more person which creates an obligation to do 
or not to do a particular thing”.60Berdasarkan perumusan pengertian 
tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meliputi61 : 
a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan 
b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para 
pihak dalam perjanjian 
c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis 
d. Tidak menyebut tujuan perjanjian 
                                                          
59 Bunyi Pasal 1313 BW tentang pengertian Perjanjian 
60 Hermansyah, Op.cit, hal. 24. 
61 Rahmadi Usman, Op.cit, hal. 37. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, subjek hukum di 
dalam perjanjian tersebut adalah “Pelaku Usaha”. Pasal 1 angka 5 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menentukan : 
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 
dalam bidang ekonomi” 
 
Dengan demikian, berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 
angka 5 tersebut, subjek hukum dalam perjanjian bisa berupa orang 
perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan 
badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Sepintas bahwa 
definisi perjanjian pada Pasal 1 di atas tidak berbeda dengan pengertian 
perjanjian dalam BW Pasal 1313 namun sesungguhnya terdapat 
beberapa perbedaan yang mendasar dalam pengertian perjanjian dalam 
hukum antimonopoli. 
Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku 
usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar. Dengan demikian, esensi 
perjanjian adalah saling bersepakatnya antar pesaing tentang tingkah laku 
pasar mereka, baik seluruhnya ataupun menyepakati tingkah laku bagian 
tertentu dari keseluruhan tingkah laku pasar. Akibatnya pesaing tidak lagi 
tampil secara terpisah dan tidak lagi mandiri di pasar.62 
Setiap perjanjian mensyaratkan paling sedikit dua pihak yang saling 
bersepakat tentang perilaku di pasar. Penting ditegaskan, latar belakang 
                                                          
62 Mustafa Kamal Rokan, Op.cit, hal. 74. 
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kesepakatan tidak menjadi penting untuk diperhatikan. Sebab, perjanjian 
dalam persaingan usaha terkadang hanya didasarkan pada “feeling” 
ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya. 
Sehingga, tidak jarang perjanjian juga dapat terjalin tanpa memerhatikan 
apakah pihak yang menjalin perjanjian melakukannya dengan suka rela 
atau tidak. Inilah yang membedakan perjanjian dalam pengertian BW 
dengan perjanjian dalam hukum antimonopoli. 63Hal terpenting dari 
perjanjian dalam hukum antimonopoli adalah ikatan. Pihak yang terikat 
tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu pihak yang terikat itu 
juga sudah cukup. 
Berdasarkan Pasal 1320 BW untuk sahnya suatu perjanjian 
diperlukan empat syarat yaitu : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal.64 
Dengan demikian jelas bahwa meskipun kebebasan untuk berkontrak 
diberikan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan 
norma-norma tertentu yang harus diikuti. Pelanggaran yang ditentukan 
dalam undang-undang merupakan salah-satu dari sekian banyak contoh 
                                                          
63 Menurut Knud Hansen  dan kawan-kawan istilah perjanjian dalam hukum 
antimonopoli memerlukan definisi tersendiri dan definisi dalam hukum antimonopoli tidak 
boleh dikaitkan dengan pengertian perjanjian dalam hukum perdata. Knud Hansen, et al, 
2002, Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
Jakarta: GTZ-PT. Katalis, hal. 79. 
64 Bunyi Pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian. 
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yang dapat dikemukakan. Larangan yang diberikan Undang-Undang 
merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian 
yang dilakukan oleh subjek hukum pelaku usaha yang membuat 
ketentuan-ketentuan yang dilarang adalah batal demi hukum, dan tidak 
memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.65 
Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang 
mengatur tentang larangan kartel ditentukan bahwa : 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan 
mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, 
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat.” 
Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam 
Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli, dari Pasal 11 dapat 
dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk 
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran 
suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.66 
Apabila kita telaah kasus dugaan kartel dalam impor daging sapi yang 
dilakukan oleh para pelaku usaha daging sapi ini, maka kita dapat melihat 
apakah kriteria atau unsur dalam Pasal 11 telah terpenuhi sehingga 
                                                          
65 Gunawan Widjaja, Op.cit, hal. 23. 
66 Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 
85. 
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perjanjian tersebut layak dibatalkan karena termasuk dalam kategori 
perjanjian yang dilarang. 
Berdasarkan BW suatu perjanjian haruslah :67 
1. Mempunyaikausa yang diperbolehkan 
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum 
3. Dilakukan dengan itikad baik 
4. Sesuai dengan asas-asas kepatutan 
5. Sesuai dengan kebiasaan 
Dalam hal ini jelas bahwa adanya perjanjian kartel itu sendiri 
bertentangan dengan ketertiban umum, sebab dapat menciptakan kondisi 
adanya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu perjanjian kartel juga 
dilakukan dengan itikad baik antara pelaku usaha sebab bertujuan untuk 
mendistorsi pasar.  
Adapun karakteristik dari kartel yaitu pertama, terdapat konspirasi 
antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. 
Ketiga, agar penetapan harga dapat berjalan efektif, maka dilakukan pula 
alokasi terhadap konsumen, produksi atau wilayah pemasaran. Keempat, 
adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena 
perbedaan biaya.68 Dalam hal ini apabila di lihat dari karakteristik kartel itu 
sendiri sangatlah wajar apabila praktik kartel itu dilarang karena praktik 
kartel dalam bentuk apapun pasti akan berujung pada kondisi yang 
                                                          
67 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 
216. 
68 Andi Fahmi Lubis, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks, 
Jakarta: GTZ, hal. 107. 
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merugikan konsumen. Praktik akan menutup adanya peluang bagi 
masuknya inovasi maupun perusahaan (pendatang baru) yang bisa 
menawarkan harga lebih murah dan pelayanan yang lebih baik. 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan demokrasi 
ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan 
pelaku usaha dan kepentingan umum.  
Dalam UUD 1945, Pasal 33 Ayat (1) ditentukan bahwa : 
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan.” Esensi dari Pasal ini adalah perekonomian Indonesia 
berorientasi pada ekonomi kerakyatan, yang merupakan amanat yang 
terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjanjian kartel yang dilakukan oleh 
sekelompok pelaku usaha dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak 
sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam 
berbagai bentuk monopoli yang dapat merugikan masyarakat dan tidak 
adanya kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha di mana pelaku 
usaha yang tidak termasuk dalam sekelompok pelaku usaha kartel tidak 
akan mendapatkan keuntungan sebesar yang diperoleh oleh sekelompok 
pelaku usaha kartel, ini bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial di 
mana keadialan sosial diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Adanya persaingan bebas yang ditandai dengan terbukanya sistem 
ekonomi pasar memang membawa dampak positif bagi efisiensi para 
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pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya, sehingga perusahaan 
yang tidak efisien akan mudah tersingkir. Namun, dalam kenyataannya, 
terjadi perusahaan yang memiliki modal kuat, berpengalaman dan 
terampil akan cepat menguasai pasar dengan jalan menyalahgunakan 
kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar 
dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, 
menaikkan harga, dan atau membatasi prouksi barang dan jasa.  
Hal ini tentu akan membawa kerugian bagi para pelaku usaha lain 
terutama pelaku usaha kecil, begitu juga bagi konsumen akan mendapat 
kerugian karena produsen (perusahaan) dapat mempermainkan distribusi 
barang atau jasa dan menetapkan harga sesuai yang dikehendaki pelaku 
usaha dan pada akhirnya perekonomian hanya akan dipengaruhi oleh 
kekuatan para pelaku usaha besar tersebut.69 
UU No.5 Tahun 1999 memiliki empat tujuan yang ingin dicapai dari 
pembentukannya, yaitu:70 
1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi 
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya 
persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian 
kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha; 
                                                          
69 Winarno, 2009, Perumusan Asas Keseimbangan Kepentingan dalam UU No. 5 
Tahun 1999, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 
hal.40.  
70 Lihat penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
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3) Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 
4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 
Mengingat begitu strategisnya maksud dan tujuan yang terkandung 
dari Undang-Undang No. 5 tahun 1999 sedangkan di lain pihak masih 
banyak terjadi praktik persaingan usaha yang tidak sesuai dengan apa 
yang diharapkan oleh undang-undang, maka sangatlah penting 
memperhatikan masalah penegakan hukum persaingan usaha. Ditinjau 
dari segi asas, maksud dan tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999, dapat 
dikatakan bahwa undang-undang ini menghendaki adanya asas 
demokrasi ekonomi dalam menggerakkan perekonomian nasional, 
dengan memperhatikan asas keseimbangan antara kepentingan pelaku 
usaha dan kepentingan masyarakat atau umum. Namun perlu diadakan 
kajian tentang bagaimana perumusan asas keseimbangan dalam 
ketentuan UU No.5 Tahun 1999 tersebut.   
Hal ini perlu dikaji, mengingat sebaik apapun suatu peraturan 
perundang-undang dipersiapkan dan akhirnya diterbitkan, namun dalam 
kenyataannya tidak jarang bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam Undang-Undang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam 
masyarakat, atau bahkan hal-hal yang seharusnya diatur dalam ketentuan 
tersebut justru terlewatkan. Penyebab dari hal tersebut bisa bermacam-
macam, namun dapat dikatakan secara umum bahwa ketidak serasian 
antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan disebabkan 
66 
 
karena perkembangan bidang ekonomi yang begitu cepat yang terlambat 
di tangkap atau diantisipasi oleh pembuat undang-undang, atau dapat 
pula terjadi karena ketidak mampuan pembuat Undang-Undang dalam 
menangkap nilai-nilai hukum yang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. 
Tujuan umum dari persaingan usaha adalah terkait dengan beberapa 
fungsi yaitu:71 
a. Membentuk desentralisasi kekuatan ekonomi.  
Persaingan usaha yang berfungsi dengan baik mengakibatkan 
desentralisasi kekuatan ekonomi. Suatu tatanan ekonomi yang 
mampu memberikan kepuasan kepada semua pihak, jika tidak ada 
pelaku usaha yang dengan kekuatan ekonominya mampu 
menggantikan mekanisme penyeimbang kepentingan dalam tawar 
menawar perjanjian dengan penentuan sepihak.   
b. Mengemban fungsi politik industrial yang mendorong usaha kecil 
menengah. Hal ini merupakan akibat dari terpolanya sistem 
desentralisasi kekuatan ekonomi yang merata dan tidak terpusat pada 
satu kekauatan ekonomi saja.  
c. Memberikan alokasi yang optimal pada faktor ekonomi.  
Persaingan usaha yang sehat memungkinkan alokasi optimal dari 
faktor ekonomi. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor produksi dialirkan ke 
proses produksi barang-barang yang umumnya paling dibutuhkan 
                                                          
71 Joachim Bornkamm & Mirko Becker, 2006, Hukum Kartel Indonesia, Naskah 
Seminar Hukum Kartel Indonesia, hal. 1. Dikutip dari Winarno, Op.cit, hal. 42. 
67 
 
atau diharapkan oleh konsumen. Di sisi lain faktor-faktor produksi 
tersebut masing-masing dimanfaatkan di bagian di mana hasil 
khususnya yaitu produktifitas mencapai titik maksimum, karena  
disanalah pelaku  usaha  mendapatkan manfaat maksimal dari 
pengolahan faktor produksi dan memperoleh keuntungan yang 
sepadan. Penggunaan faktor produksi yang efisien ini mencegah 
pemborosan penggunaan sumber daya alam dalam perekonomian. 
Dengan itu juga sekaligus perekonomian hanya akan mengahasilkan 
barang-barang yang membawa manfaat maksimal bagi konsumen. 
d. Persaingan usaha yang sehat akan menimbulkan kedaulatan 
konsumen dalam pemilik produk.   
Konsumen bisa bebas untuk memilih produk-produk dengan kualitas 
dan harga yang terbaik bagi mereka.   
e. Sebagai salah satu instrumen perlindungan konsumen.   
Karena persaingan usaha antar pelaku usaha, mendorong  para 
pelaku usaha untuk menawarkan produk  dengan kualitas yang terbaik 
dengan harga serendah mungkin (fungsi pendorong).  
f. Persaingan usaha sehat dapat berfungsi mendorong perkembangan 
teknologi. 
Untuk mendapat keberhasilan dalam persaingan usaha, maka para 
pelaku usaha didorong untuk melakukan pengembangan teknologi 
baru dan meningkatkan produktifitasnya melalui inovasi.   
68 
 
Sebuah persaingan usaha yang berfungsi dengan baik 
memungkinkan pelaku pasar untuk tampil secara otonom di pasar. 
Masing-masing pelaku usaha dapat menentukan tindakan bisnisnya tanpa 
tergantung pada campur tangan atau pengaruh pihak lain. Sehingga 
sepenuhnya tergantung pada mekanisme pasar. Akhirnya dengan 
semakin ketat persaingan usaha akan mengakibatkan harga yang 
ditawarkan kepada konsumen juga semakin rendah. 
Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, 
prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Asas itikad baik tercantum 
dalam Pasal 1338 Ayat (3) BW: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan 
itikad baik” dengan adanya perjanjian kartel jelas hal ini bertentangan 
dengan asas dalam persaingan usaha sehat, tidak adanya itikad baik 
selaku pelaku usaha terhadap masyarakat sebagai konsumen di mana 
dengan menjalankan kegiatannya membuat perjanjian dengan pelaku 
usaha saingannya bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur 
produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang mengakibatkan 
kerugian terhadap konsumen dan pelaku usaha tidak mendapatkan 
keuntungan sebesar yang diperoleh oleh anggota kartel itu sendiri. Pelaku 
usaha dalam perjanjian kartel juga tidak memegang prinsip transaksi jujur 
di mana menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi dengan cara 
menaikkan harga dan atau membatasi produksi barang dan jasa dalam 
menjalankan kegiatannya. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang 
signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat, dengan adanya 
perjanjian kartel yang dilakukan oleh sekelompok pelaku usaha ini 
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menyebabkan tidak adanya keadilan dengan tidak memberi kesempatan 
berusaha yang sama bagi para pihak antara pelaku usaha kartel dengan 
pelaku usaha lainnya dan pelaku usaha kartel dengan masyarakat 
sebagai konsumen dalam bertransaksiguna mencegah praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitasdi 
mana suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk 
menerapkan peraturan yang berbeda dalam masyarakat, oleh karena itu 
diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang 
memiliki posisi yang tidak menguntungkan. 
Dengan diterapkannya asas keseimbangan dalam praktik persaingan 
usaha, maka para pelaku usaha dapat menjalankan kegiatannya secara 
adil, tidak terjadi kemungkinan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu 
pihak saja, para pengusaha akan menerapkan efisiensi produksi maupun 
pemasaran hasil, dan konsumen mempunyai banyak pilihan dalam 
menentukan barang yang akan dibeli dengan harga serendah mungkin. 
B. Dugaan Pelaksanaan Impor Daging Sapi dalam Perspektif UU No. 
5 Tahun 1999 
Pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia merupakan polemik yang 
belum terselesaikan. Beberapa bulan terakhir wilayah Jabodetabek 
dilanda permasalahan kelangkaan daging sapi yang mengakibatkan 
melambungnya harga daging sapi di wilayah tersebut.  
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Sejatinya permasalahan tersebut juga menjadi persoalan di tingkat 
nasional, mengingat saat ini kebutuhan konsumsi daging sapi nasional 
saat ini mencapai 653.000 ton daging sapi atau setara 3.657.000 ekor 
sapi potong per tahun, sedangkan kapasitas produksi daging sapi lokal 
sangat terbatas. Saat ini kemampuan produksi sapi lokal secara nasional 
hanya mencapai 406.000 ton daging sapi atau 2.339.000 ekor sapi, dari 
data ini jelas terlihat bahwa saat ini kebutuhan konsumsi daging sapi 
nasional masih kekurangan pasokan sebesar 247.000 ton daging sapi 
atau setara 1.383.000 ekor sapi potong. Kekurangan ini hanya bisa 
ditutupi jika setiap triwulanya pemerintah melakukan impor sebesar 
250.000 ekor sapi feedloter atau sapi penggemukan sehingga akanada 
nilai tambahnya diindustri penggemukan sapi dalam negeri.72 
Adanya indikasi praktik kartel di sektor daging sapi bukanlah satu-
satunya penyebab kelangkaan ketersediaan daging sapi di Jabodetabek. 
Dalam skala nasional kekuarangan daging sapi terjadi akibat kebijakan 
pembatasan kuota impor daging sapi yang ditetapkan oleh Kementerian 
Pertanian. Pada triwulan ketiga yang bertepatan dengan lebaran, 
Kementerian Pertanian mengeluarkan kebijakan dengan hanya 
memperbolehkan impor sapi sebesar 50.000 ekor sapi, sedangkan 
                                                          
72 Harian Ekonomi Neraca, “Menelisik Kelangkaan Daging Sapi” diakses dari 
http://www.neraca.co.id/article/57818/menelisik-kelangkaan-daging-sapi, pada tanggal 14 
Maret 2016 pukul 20 14 WITA.  
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kebutuhan impor sapi akibat kurangnya pasokan sapi lokal saat ini adalah 
sebesar 250.00 ekor sapi setiap triwulanya.73 
Kekeliruan dalam penentuan kuota sapi impor seharusnya tidak terjadi 
apabila diperhatikan di mana kebutuhan daging sapi tahun 2015 mencapai 
639 ribu ton, sedangkan proyeksi suplai daging 355 ribu ton sehingga 
permintaan lebih besar dari persediaan. Inilah yang menyebabkan harga 
daging sapi melonjak tinggi, yang menyebabkan Tim investigator KPPU 
menuduh seolah-olah feedloter yang melakukan praktik kartel sapi impor. 
Kebijakan pemerintah memangkas daging impor sapi dari 200.000 ekor 
tahun 2015 menjadi 50.000 ekor sedangkan selama tahun 2015 
pemerintah memperkirakan kebutuhan sapi sampai 4 juta ekor ( 20% atau 
750.000 dipasok lewat impor) maka pengurangan impor sapi sebanyak 
150.000 ekor pasti berdampak. Hal inilah yang menyebabkan kelangkaan 
dan tingginya harga daging sapi di mana pemerintah dalam penentuan 
kuota sapi impor dengan memangkas kuota sapi dari sebelumnya 200.000 
ekor menjadi 50.000 ekor daging sapi. 
Adanya sistem pembagian kuota yang diterapkan oleh pemerintah 
juga menghambat distribusi daging sapi ke masyarakat. Hal itu 
menyebabkan kelangkaan daging sapi dan mahalnya daging di 
masyarakat. Terkait kebijakan pemerintah di mana memberikan kuota per 
tiga bulan sementara para pelaku usaha daging sapi per empat bulan. 
                                                          
73Harian Ekonomi Neraca, “Menelisik Kelangkaan Daging Sapi” diakses dari 
http://www.neraca.co.id/article/57818/menelisik-kelangkaan-daging-sapi, pada tanggal 14 
Maret 2016 pukul 20.20 WITA. 
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Bahkan ini ditentukan setiap kuartal kadang sudah masuk kuartal, tapi 
kuotanya belum keluar, jelas hal ini membuat bingung para pelaku usaha 
daging sapi untuk supply continue dan simultan.  
Pada bulan September 2015 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 
Serikat sudah mencapai Rp. 14.000 namun harga sapi Australia itu sekitar 
US$ 2,7 - US$ 2,9 tergantung sapi itu betina atau jantan, ditambah lagi 
dengan bea masuk sebesar 5%, PPH 23 sebesar 2,5% lalu ditambah lagi 
dengan biaya transportasi Rp. 500 - Rp. 1.000 per kilogram tergantung 
lokasinya. Apabila dulu bisa jual daging sapi dengan harga Rp. 38.000 per 
kilogram itu juga karena dipengaruhi dollarnya masih Rp. 12.000 per dollar 
AS.  
Dalam sidang perdana yang digelar oleh KPPU berikut 32 feedloter 
terlapor yang diduga melakukan pengendalian harga sapi dengan cara 
membatasi suplai kepada rumah potong hewan sebagai antisipasi 
pembatasan kuota impor sapi yaitu :74 
1 PT Agrisatwa Jaya Kencana 17 PT Legok Makmur Lestari 
2 PT Agro Giri Perkasa 18 PT Lemang Mesuji Lestary 
3 PT Andini Agro Loka 19 PT Lembu Jantan Perkasa 
4 PT Andini Karya Makmur 20 PT Nusantara Tropical Fruit 
5 PT Andini Persada Sejahtera 21 PT Pasir Tengah 
6 PT Austasia Stockfeed 22 PT Rumpinary Agro Industry 
7 PT Bina Mentari Tunggal 23 PT Santosa Agrindo 
8 PT Brahman Perkasa Sentosa 24 PT Sadajiwa Niaga Indonesia 
                                                          
74 CNN Indonesia, “32 Perusahaan Sapi Terduga Kartel Tentang KPPU Adu Bukti”, 
diakses dari http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150922194517-92-80417/32-
perusahaan-sapi-terduga-kartel-tantang-kppu-adu-bukti/, pada tanggal 16 Maret 2016 
pukul 20.58 WITA. 
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9 PT Catur Mitra Taruma 25 PT Septia Anugerah 
10 PT Citra Agro Buana Semesta 26 PT Sumber Cipta Kencana 
11 PT Elders Indonesia 27 PT Tanjung Unggul Mandiri 
12 PT Fortuna Megah Perkasa 28 PT Widodo Makmur Perkasa 
13 PT Great Giant Livestock 29 PT Kariyana Gita Utama 
14 PT Kadila Lestari Jaya 30 PT Sukses Ganda Lestari 
15 
PT Karunia Alam Santosa 
Abadi 
31 CV Mitra Agro Sangkuriang 
16 PT Karya Anugerah Rumpin 32 CV Mitra Agro Sampurna 
Sumber data:http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/04/kppu-hukum-32-perusahaan-
terkait-perdagangan-sapi-impor/ 
Dalam hal ini ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan pihaknya 
tengah melakukan penyelidikan terkait adanya permainan pengusaha 
penggemukan sapi (feedloter)yang nama-namanya disebutkan diatas 
dalam menentukan tingginya harga daging serta stok daging di pasar. 
KPPU akan tetap memberikan saran pada kebijakan pemerintah yang 
selama ini memberikan potensi terjadinya kelangkaan daging sapi di 
pasaran, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan dan 
Kementerian Pertanian.75 
Apabila dilihat dari sudut pandang hukum persaingan dan ilmu 
ekonomi, pihak pelaku usaha dapat menentukan harga dan pihak 
konsumen akan membeli apabila harga tersebut dapat diterima dan 
dianggap lebih baik untuk dirinya dibandingkan dengan harga yang 
ditetapkan oleh pelaku usaha pesaing, kemudian untuk mengetahui 
apakah pelaksanaan impor daging sapi ini dapat dikategorikan sebagai 
                                                          
75 Harian Ekonomi Neraca, “KPPU Periksa Saksi Dugaan Kartel Daging Sapi” 
diakses dari http://www.neraca.co.id/article/61194/kppu-periksa-saksi-dugaan-kartel-
daging-sapi, pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 21.20 WITA. 
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kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari unsur-unsur 
dalam Pasal 11 mengenai kartel apakah benar telah terjadi pelanggaran 
sehingga dugaan praktik kartel dalam impor daging sapi ini bisa 
dikategorikan sebagai kartel atau tidak, adapun unsur-unsur kartel yaitu :76 
1. Adanya suatu perjanjian  
Perjanjian berdasarkan Pasal 1 Angka 7 adalah suatu perbuatan satu 
atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih 
usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis dan 
dalam hal dugaan perkara ini pelaku usaha daging sapi atau feedloter 
sebagai terlapor terdapat 32 pelaku usaha yang diduga saling melibatkan 
pelaku usaha satu sama lainnya pada pasar yang bersangkutan yaitu 
dalam penahanan stok daging sapi impor. Diduga perjanjian yang 
dilakukan oleh 32 feedloter ini dengan menimbun stok daging di gudang 
dan pada saat permintaan melonjak stok tersebut dikeluarkan seperti saat 
menjelang adanya hari-hari raya. 
Pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan 
tertulis sangat sulit dilakukan oleh karena itu pembuktian kartel 
berkembang menggunakan indirect evidence yaitu bukti-bukti secara tidak 
langsung di mana terdapat hasil-hasil analisis ekonomi yang 
menggunakan tool-tools ekonomi yang memang secara ilmiah diakui dan 
                                                          
76 Tempo.Co, “Kasus Kartel Daging Sapi” diakses dari 
https://m.tempo.co/read/news/2016/01/20/090737925/kasus-kartel-daging-sapi-ini-
tuduhan-kppu, tanggal 16 Maret 2016 pukul 21. 58 WITA. 
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bisa menunjukkan korelasi antara satu fakta dengan fakta yang lainnya 
bahwa memang telah terjadi pengaturan di dalamnya dan perjanjian yang 
diduga dilakukan oleh para feedloter yang terlapor belum adanya 
ditemukan apakah perjanjian dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.77 
2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing 
Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian harus lebih 
dari dua pelaku usaha agar kartel sukses, kartel membutuhkan 
keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. 
Dalam perkara dugaan kartel impor daging sapi ini diduga 32 pelaku 
usaha daging sapi atau feedloter melakukan perjanjian dengan mengatur 
produksi dan mempengaruhi harga dan ke 32 feedloteryang terlapor ini 
berada dalam usaha yang sama sebagai pesaing. 
3. Tujuannya untuk mempengaruhi harga 
Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 bahwa suatu kartel 
dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Dalam perkara dugaan praktik 
kartel dalam impor daging sapi ini yang menyebabkan KPPU menduga 
adanya praktik nakal yang dilakukan oleh para feedloter karena 
perbuatannya yang menyebabkan harga daging sapi pada bulan Juli-
Agustus 2015 melonjak tinggi dengan harga Rp. 100.000-Rp. 140.000/kg 
tahun 2015hal ini karena data harga daging sapi yang dimiliki oleh KPPU 
yaitu pada Tahun 2009 harga daging sapi adalah Rp. 21.500/kg, pada 
                                                          
77 Hukumonline.com, “Menakar Kekuatan Circumstantial Evidence di Persaingan 
Usaha” diakses dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53eb8b6298328/menakar-
kekuatan-circumstantial-evidence-di-persaingan-usaha,pada tanggal 21 April 2016 pukul 
00.02 WITA.  
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Tahun 2013 bulan Juni-Juli harga daging naik menjadi Rp. 33.000/kg, dan 
pada tahun 2014 harga daging sapi Rp. 34.500/kg hal inilah yang 
membuat Tim Investigasi KPPU menduga adanya kartel karena pada saat 
masuk pada bulan Juli-agustus 2015 harga daging melonjak tinggi sampai 
dengan harga Rp. 100.000-140.000/kilogramnya padahal apabila kita lihat 
dengan data harga daging sapi yang dikeluarkan oleh Kementrian
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Perdagangan Republik Indonesia jelas berbeda dengan data harga yang dimiliki oleh KPPU. Berikut daftar harga daging 
sapi dari Tahun 2007-2015 yaitu :   
 
 
 
 
Sumber dari: Data Tim Komoditi Spesialis Daging Sapi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia 
TAHUN JAN FEB MARET  APRIL MEI JUNI JULI AGS SEP OKT NOV DES 
2007 49.165 49.024 49.024 49.355 49.418 49.484 49.629 49.618 48.858 53.224 49.375 49.517 
2008 49.704 49.924 51.171 51.142 51.221 51.605 52.287 53.138 58.552 59.676 58.709 58.908 
2009 59.026 58.867 58.764 58.761 58.648 58.441 58.458 59.120 61.992 61.001 60.489 60.957 
2010 61.124 61.121 61.008 61.000 60.890 60.876 62.058 65.349 69.109 64.984 64.932 64.884 
2011 64.705 64.944 64.864 64.912 64.661 64.487 66.163 70.614 69.625 68.549 68.789   
2012 71.890 72.781 73.093 73.347 73.612 74.393 76.895 79.798 79.143 80.589 82.045   
2013 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 95.000 100.000 95.000 95.000 96.706 99.364 
2014 95.000     100.000     105.000     100.000 100.000 100.000 
2015 98.340   96.250     98.550   119.011       102.500 
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Dari data diatas harga daging dari tahun 2012 terendah adalah Rp. 
71.890/kg dan tertingginya adalah Rp. 82.045/kg, pada tahun 2013 harga 
daging terendah adalah Rp. 90.000/kg dan tertingginya adalah Rp. 
100.000/kg, pada tahun 2014 harga daging terendah adalah Rp. 
95.000/kg dan tertingginya adalah Rp. 105.000, pada tahun 2015 harga 
daging terendah adalah Rp. 98.000 dan tertinggi adalah Rp. 119.001/kg 
artinya harga tertinggi dari satu tahun tertentu menjadi harga terendah 
daging sapi pada tahun berikutnya.  
Salah satu penyebab naiknya harga daging sapi adalah tidak adanya 
pengaturan yang jelas oleh pemerintah berapa kuota impor daging sapi 
yang harus masuk ke Indonesia tiap tahunnya dan impor daging sapi yang 
masuk ke pasaran disimpan di pasar-pasar tertentu karena apabila 
disebar ke semua pasar-pasar akan berdampak ke daging lokal dan juga 
daging lokal yang telah disediakan di pasaran tidak bisa memenuhi kuota 
produksi untuk permintaan konsumen maka untuk mencukupi adanya 
permintaan oleh masyarakat sebagai konsumen ditambahlah pemasokan 
kuota impor daging sapi. Di lihat dari segi kualitas daging sapi impor yang 
di mana mempunyai kualitas bagus wajar apabila harganya pun selalu 
meningkat tiap tahunnya karena selain besarnya permintaan juga untuk 
memenuhi dan mencukupi pasokan daging sapi lokal yang sama-sama 
hendak di produksi,sedangkan di pasar-pasar yang memproduksi daging 
sapi lokal menjual dengan harga mahal pun dikarenakan besarnya 
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permintaan yang ada jadi harga daging sapi lokal dan impor sama sama 
mengalami kenaikan harga. 
4. Tindakan untuk mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan 
mengatur produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu 
Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik 
bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa 
lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau 
permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan 
mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau 
wilayah di mana para anggota menjual produksinya. Menurut KPPU dalam 
hal dugaan praktik kartel dalam impor daging sapi ini para feedloterdiduga 
mengatur produksi daging sapi sehingga menghambat persaingan usaha. 
Pelaku usaha juga diduga mengatur pemasaran dengan cara menahan 
stok daging sapi yang hendak dijual dan menaikkan harga daging pada 
saat permintaan melonjak. 
5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat.  
Praktik Monopoli berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah pemusatan 
kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan 
dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa 
tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan 
adanya dugaan praktik kartel dalam impor daging sapi maka produksi dan 
pemasaran atas daging sapi akan dikuasai oleh para feedloter yang 
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terlapor dan para pelaku usaha daging sapi lain yang tidak tergabung 
dalam kerjasama mereka akan merasakan dampaknya di mana mereka 
tidak mendapatkan keuntungan sebesar yang di dapat oleh para 32 
feedloter ini. Karena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan 
keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan 
menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum dan Pasal 1 angka 6 
menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan 
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau 
pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. 
Sedangkan kartel adalah suatu kolaborasi dari para pelaku usaha, oleh 
karena itu segala manfaat dari apa yang dilakukan para feedloter hanya 
ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja. Sehingga tindakan-
tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur serta 
melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha terhambat. 
PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 10/KPPU-I/2015 tentang 
 Dugaan Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK). 
Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara 
Nomor 10/KPPU-I/2015, dan apabila terdapat perbedaan maka harus 
mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015. 
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KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) melalui Majelis 
Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai 
Ketua Majelis Komisi, didampingi oleh Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Dr. 
Sukarmi, S.H., M.H., Saidah Sakwan, M.A., Drs. Munrokhim Misanam, 
M.A.Ec, Ph.D., dan Prof. Tresna P. Soemardi, S.E, M.S., masing-masing 
sebagai Anggota Majelis Komisi, telah selesai melakukan pemeriksaan 
Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 
dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam 
Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi (JABODETABEK), dan memutuskan pada Jumat, 22 April 2016 di 
Ruang Pemeriksaan Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan 
Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, 10120. 
Perkara ini berawal dari penelitian dan/atau kajian atas kegiatan 
inisatif yang dilakukan oleh KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran 
Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi (JABODETABEK), yang dilakukan oleh: 
1. PT Andini Karya Makmur, selaku Terlapor I; 
2. PT Andini Persada Sejahtera selaku Terlapor II; 
3. PT Agro Giri Perkasa selaku Terlapor III; 
4. PT Agrisatwa Jaya Kencana selaku Terlapor IV; 
5. PT Andini Agro Loka selaku Terlapor V; 
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6. PT Austasia Stockfeed selaku Terlapor VI; 
7. PT Bina Mentari Tunggal selaku Terlapor VII; 
8. PT Citra Agro Buana Semesta selaku Terlapor VIII; 
9. PT Elders Indonesia selaku Terlapor IX; 
10. PT Fortuna Megah Perkasa selaku Terlapor X; 
11. PT Great Giant Livestock selaku Terlapor XI; 
12. PT Lembu Jantan Perkasa selaku Terlapor XII; 
13. PT Legok Makmur Lestari selaku Terlapor XIII; 
14. PT Lemang Mesuji Lestary selaku Terlapor XIV; 
15. PT Pasir Tengah selaku Terlapor XV; 
16. PT Rumpinary Agro Industry selaku Terlapor XVI; 
17. PT Santosa Agrindo selaku Terlapor XVII; 
18. PT Sadajiwa Niaga Indonesia selaku Terlapor XVIII; 
19. PT Septia Anugerah selaku Terlapor XIX; 
20. PT Tanjung Unggul Mandiri selaku Terlapor XX; 
21. PT Widodo Makmur Perkasa selaku Terlapor XXI; 
22. PT Kariyana Gita Utama selaku Terlapor XXII; 
23. PT Sukses Ganda Lestari selaku Terlapor XXIII; 
24. PT Nusantara Tropical Farm selaku Terlapor XXIV; 
25. PT Karya Anugerah Rumpin selaku Terlapor XXV; 
26. PT Sumber Cipta Kencana selaku Terlapor XXVI; 
27. PT Brahman Perkasa Sentosa selaku Terlapor XXVII; 
28. PT Catur Mitra Taruma selaku Terlapor XXVIII; 
29. PT Kadila Lestari Jaya selaku Terlapor XXIX; 
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30. CV Mitra Agro Sangkuriang selaku Terlapor XXX; 
31. CV Mitra Agro Sampurna selaku Terlapor XXXI; 
32. PT Karunia Alam Sentosa Abadi selaku Terlapor XXXII. 
 
Objek perkara a quo adalah perdagangan sapi impor untuk memasok 
kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan 
Bekasi (JABODETABEK) Tahun 2013- Agustus 2015. 
Dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta-fakta tentang 
kesepakatan yang dilakukan dengan difasilitasi APFINDO melalui 
rangkaian pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan 
tindakan yang dilakukan oleh para Terlapor, adanya rescheduling sales 
yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah 
Jabodetabek dan/atau pengaturan pemasaran yang berdampak pada 
kenaikan harga yang tidak wajar yang merugikan kepentingan umum. 
Tindakan penahanan pasokan dilakukan para Terlapor secara seragam 
dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah. 
Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk 
memberikan saran pertimbangan kepada: 
1. Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk membuat kebijakan 
yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan melalui ketersediaan 
pasokan sapi dan keterjangkauan harga; 
2. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk menetapkan 
kebijakan pemberian persetujuan kuota sapi impor dalam jangka waktu 
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1 (satu) tahun di muka kepada importir guna menjamin kepastian 
distribusi; 
3. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memeriksa 
adanya hubungan afiliasi diantara para importir dalam pemberian 
persetujuan kuota sapi impor untuk menghindari terjadinya persaingan 
usaha yang tidak sehat. 
Mempertimbangkan fakta-fakta, penilaian, analisa, dan kesimpulan 
Investigator dan para Terlapor, maka Majelis Komisi memutuskan sebagai 
berikut: 
1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 
Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, 
Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, 
Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, 
Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor 
XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, 
Terlapor  XXIX, Terlapor  XXX, Terlapor  XXXI, dan Terlapor  XXXII 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999; 
2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 
Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, 
Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, 
Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, 
Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor 
XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, 
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Terlapor  XXIX, Terlapor  XXX, Terlapor  XXXI, dan Terlapor  XXXII 
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 
3. Menghukum PT Andini Karya Makmur selaku Terlapor I, membayar 
denda sebesar Rp 1.943.717.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus 
Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) yang 
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
4. Menghukum PT Andini Persada Sejahtera selaku Terlapor II, 
membayar denda sebesar Rp 1.224.947.000,00 (Satu Milyar Dua 
Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh 
Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
5. Menghukum PT Agro Giri Perkasa selaku Terlapor III, membayar 
denda sebesar Rp 4.051.199.000,00 (Empat Milyar Lima Puluh Satu 
Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
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Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
6. Menghukum PT Agrisatwa Jaya Kencana selaku Terlapor IV, 
membayar denda sebesar Rp 6.463.537.000,00 (Enam Milyar Empat 
Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu 
Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
7. Menghukum PT Andini Agro Loka selaku Terlapor V, membayar 
denda sebesar Rp 1.476.209.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh 
Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
8. Menghukum PT Austasia Stockfeed selaku Terlapor VI, membayar 
denda sebesar Rp 8.826.692.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus 
Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) 
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
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Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
9. Menghukum PT Bina Mentari Tunggal selaku Terlapor VII, membayar 
denda sebesar Rp 2.845.342.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus 
Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) 
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
10. Menghukum PT Citra Agro Buana Semesta selaku Terlapor VIII, 
membayar denda sebesar Rp 3.834.886.000,00 (Tiga Milyar Delapan 
Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam 
Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
11. Menghukum PT Elders Indonesia selaku Terlapor IX, membayar 
denda sebesar Rp 2.137.576.000,00 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh 
Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
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Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
12. Menghukum PT Fortuna Megah Perkasa selaku Terlapor X, 
membayar denda sebesar Rp 856.808.000,00 (Delapan Ratus Lima 
Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
13. Menghukum PT Great Giant Livestock selaku Terlapor XI, membayar 
denda sebesar Rp 9.330.374.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus 
Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) yang 
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
14. Menghukum PT Lembu Jantan Perkasa selaku Terlapor XII, 
membayar denda sebesar Rp 3.360.963.000,00 (Tiga Milyar Tiga 
Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu 
Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
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Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
15. Menghukum PT Legok Makmur Lestari selaku Terlapor XIII, 
membayar denda sebesar Rp 3.944.680.000,00 (Tiga Milyar Sembilan 
Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu 
Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
16. Menghukum PT Lemang Mesuji Lestary selaku Terlapor XIV, 
membayar denda sebesar Rp 651.544.000,00 (Enam Ratus Lima 
Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) yang 
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
17. Menghukum PT Pasir Tengah selaku Terlapor XV, membayar denda 
sebesar Rp 4.784.893.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan 
Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) 
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
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Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
18. Menghukum PT Rumpinary Agro Industry selaku Terlapor XVI, 
membayar denda sebesar Rp 3.310.043.000,00 (Tiga Milyar Tiga 
Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
19. Menghukum PT Santosa Agrindo selaku Terlapor XVII, membayar 
denda sebesar Rp 5.454.925.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Lima 
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang 
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
20. Menghukum PT Sadajiwa Niaga Indonesia selaku Terlapor XVIII, 
membayar denda sebesar Rp 1.866.289.000,00 (Satu Milyar Delapan 
Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan 
Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
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Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
21. Menghukum PT Septia Anugerah selaku Terlapor XIX, membayar 
denda sebesar Rp 1.148.677.000,00 (Satu Milyar Seratus Empat 
Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
22. Menghukum PT Tanjung Unggul Mandiri selaku Terlapor XX, 
membayar denda sebesar Rp 21.398.702.000,00 (Dua Puluh Satu 
Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua 
Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
23. Menghukum PT Widodo Makmur Perkasa selaku Terlapor XXI, 
membayar denda sebesar Rp 5.866.121.000,00 (Lima Milyar Delapan 
Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) 
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
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Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
24. Menghukum PT Kariyana Gita Utama selaku Terlapor XXII, membayar 
denda sebesar Rp 1.406.533.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam 
Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke 
Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 
25. Menghukum PT Sukses Ganda Lestari selaku Terlapor XXIII, 
membayar denda sebesar Rp 505.821.000,00 (Lima Ratus Lima Juta 
Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke 
Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 
26. Menghukum PT Nusantara Tropical Farm selaku Terlapor XXIV, 
membayar denda sebesar Rp 3.885.473.000,00 (Tiga Milyar Delapan 
Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu 
Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
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dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
27. Menghukum PT Karya Anugerah Rumpin selaku Terlapor XXV, 
membayar denda sebesar Rp 194.906.000,00 (Seratus Sembilan 
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
28. Menghukum PT Sumber Cipta Kencana selaku Terlapor XXVI, 
membayar denda sebesar Rp 71.414.000,00 (Tujuh Puluh Satu Juta 
Empat Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas 
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 
persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 
29. Menghukum PT Brahman Perkasa Sentosa selaku Terlapor XXVII, 
membayar denda sebesar Rp 803.682.000,00 (Delapan Ratus Tiga 
Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor 
ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 
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30. Menghukum PT Catur Mitra Taruma selaku Terlapor XXVIII, 
membayar denda sebesar Rp 1.387.733.000,00 (Satu Milyar Tiga 
Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu 
Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran 
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan 
Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di 
Bidang Persaingan Usaha); 
31. Menghukum PT Kadila Lestari Jaya selaku Terlapor XXIX, membayar 
denda sebesar Rp 2.056.428.000,00 (Dua Milyar Lima Puluh Enam 
Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
32. Menghukum CV Mitra Agro Sangkuriang selaku Terlapor XXX, 
membayar denda sebesar Rp 852.152.000,00 (Delapan Ratus Lima 
Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus 
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
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33. Menghukum CV Mitra Agro Sampurna selaku Terlapor XXXI, 
membayar denda sebesar Rp 967.626.000,00 (Sembilan Ratus Enam 
Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) yang 
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda 
pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang 
Persaingan Usaha); 
34. Menghukum PT Karunia Alam Sentosa Abadi selaku Terlapor XXXII, 
membayar denda sebesar Rp 441.112.000,00 (Empat Ratus Empat 
Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) yang harus disetor 
ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di 
bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 
35. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 
Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, 
Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, 
Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, 
Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor 
XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI, Terlapor XXVII, Terlapor XXVIII, 
Terlapor XXIX, Terlapor XXX, Terlapor  XXXI, dan Terlapor XXXII 
untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda 
tersebut ke KPPU. 
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(Isi selengkapnya merujuk kepada Putusan) 
Jakarta, 22 April 2016 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Republik Indonesia78 
Putusan sidang di KPPU yang digelar Jumat, 22 April 2016 masih 
janggal. Hasil sidang menyebutkan bahwa perusahaan pengimpor sapi 
melakukan perjanjian untuk menahan sapi keluar, padahal kebijakan 
pemerintah yang memangkas impor sapi dari 200.000 ekor tahun 2015 
menjadi 50.000 ekor, sedangkan selama tahun 2015 pemerintah 
memperkirakan kebutuhan sapi sampai 4 juta ekor (20% atau 750.000 
dipasok lewat impor) maka pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 
ekor pasti berdampak artinya ketika impor dikurangi, maka terjadi distorsi 
pasar yang mengakibatkan pasokan berkurang drastis dan pada akhirnya 
harga melejit naik. Selain itu, ke 32 feedloter juga dituduh secara 
bersama-sama menentukan harga jual padahal diputusan sidang tidak 
disebutkan berapa harga acuan daging sapi. Patokan harganya tidak ada 
tapi feedloter dituduh melakukan kartel. 
Berdasarkan kelima unsur yang telah dijelaskan di atas maka dugaan 
praktik kartel yang dilakukan oleh para feedloter di jabodetabek tidak 
terbukti karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari kartel tersebut 
sesuai dengan Pasal 11 untuk dijatuhkan sebagai larangan. Unsur yang 
                                                          
78 KPPU, “KPPU Hukum32 Perusahaan terkait Perdagangan Sapi Impor” diakses 
dari http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/04/kppu-hukum-32-perusahaan-terkait-
perdagangan-sapi-impor/, pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 22.44 WITA. 
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tidak terbukti yaitu unsur yang bertujuan untuk mempengaruhi harga 
sebab naiknya harga daging sapi bukan hanya pada Juli-Agustus 2015 
tapi memang selalu ada kenaikan harga dari tahun ke tahun khusunya di 
pertengahan tahun seperti pada menjelang hari-hari raya tertentu. Pada 
saat Juli-Agustus 2015 triwulan ketiga yang bertepatan dengan lebaran, 
pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan hanya memperbolehkan 
impor sapi sebesar 50.000 ekor sapi, sedangkan kebutuhan impor sapi 
akibat kurangnya pasokan sapi lokal saat ini adalah sebesar 250.000 ekor 
sapi setiap triwulannya. Maka pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 
ekor pasti berdampak hal ini juga yang menyebabkan salah satu  
kelangkaan pasokan daging sapi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari 
permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. kesimpulan 
yang diperoleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Bahwa sangat jelas dengan adanya perjanjian kartel yang 
dilakukan oleh para pelaku usaha, ini bertentangan dengan UU No. 
5 Tahun 1999 yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha 
dan kepentingan umum. Perjanjian kartel tidak memperhatikan 
prinsip dari Asas keseimbangan dimana harus mengacu pada 
prinsip itikad baik, keadilan, dan transaksi jujur. Hal ini 
menimbulkan tidak adanya prinsip itikad baik pelaku usaha dalam 
perjanjian kartel di mana menjalankan kegiatannya dengan 
mengatur produksi dan  mempengaruhi harga dan atau pemasaran 
barang dan jasa, mengakibatkan tidak terwujudnya prinsip keadilan 
bagi para pihak antara pelaku usaha kartel dengan pelaku usaha 
lainnya dan pelaku usaha kartel dengan masyarakat sebagai 
konsumen dalam bertransaksi, serta tidak memegang prinsip 
transaksi jujur dengan menyalahgunakan kemudahan-kemudahan 
ekonomi melalui perjanjian kartel dengan menaikkan harga dan 
atau membatasi produksi barang dan jasa. Asas keseimbangan 
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dalam hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila 
prinsip tersebut diabaikan, di mana akan menimbulkan penerapan 
peraturan yang berbeda dalam masyarakat serta dalam 
diterapkannya asas keseimbangan dalam praktik persaingan 
usaha, maka para pelaku usaha akan dapat menjalankan 
kegiatannya secara adil, tidak terjadi kemungkinan pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu pihak saja, para pengusaha akan 
menerapkan efisiensi produksi maupun pemasaran hasil, dan 
konsumen mempunyai banyak pilihan dalam menentukan barang 
yang akan dibeli dengan harga serendah mungkin. 
2. Dalam pelaksanaan impor daging sapi dugaan praktik kartel yang 
dilakukan oleh para feedloter di jabodetabek tidak dapat 
dikategorikan sebagai kartel berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 
karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari kartel tersebut 
sesuai dengan Pasal 11 untuk dijatuhkan sebagai larangan. Unsur 
yang tidak terbukti yaitu unsur yang bertujuan untuk mempengaruhi 
harga sebab naiknya harga daging sapi bukan hanya pada Juli-
Agustus 2015, tapi memang selalu ada kenaikan harga dari tahun 
ke tahun khusunya di pertengahan tahun seperti pada menjelang 
hari-hari raya tertentu. Pada saat Juli-Agustus 2015 triwulan ketiga 
yang bertepatan dengan lebaran, pemerintah mengeluarkan 
kebijakan dengan hanya memperbolehkan impor sapi sebesar 
50.000 ekor sapi, sedangkan kebutuhan impor sapi akibat 
kurangnya pasokan sapi lokal saat ini adalah sebesar 250.000 ekor 
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sapi setiap triwulannya. Maka pengurangan impor sapi sebanyak 
150.000 ekor pasti berdampak hal ini juga yang menyebabkan 
salah satu kelangkaan pasokan daging sapi. 
B. Saran 
Dari uraian kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa 
saran sebagai berikut:  
1. Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya harus lebih 
memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang sesuai dengan 
asas-asas persaingan usaha yang sehat agar dalam menjalankan 
usaha terciptanya keseimbangan dalam hukum baik antar sesama 
pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen serta 
diperlukannya suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi 
pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. 
2. KPPU harus lebih detail dalam melakukan penyelidikan khususnya 
dalam pengumpulan data agar dapat memberikan kepastian hukum 
terkait adanya dugaan praktik kartel dalam impor daging sapi.  
Pemerintah juga harus lebih  memperhatikan kebutuhan daging 
sapi sebelum menentukan sistem pembagian kuota yang 
diterapkan karena bisa menghambat distribusi daging sapi ke 
masyarakat yang bisa menyebabkan adanya kelangkaan dan 
mahalnya daging sapi di masyarakat. 
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